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Ringkasan

Kendati Indonesia mempromosikan sektor kehutanannya sebagai model pembangunan
ekonomi berkelanjutan yang adil dari sudut pandang lingkungan, atau dikenal
‘pertumbuhan hijau’, tapi proses ini digembosi praktik korupsi dan salah urus

pengelolaan yang memicu dampak serius terhadap hak asasi manusia.

Laporan ini, pemutakhiran dari publikasi Human Rights Watch 2009 berjudul “Dana Liar”,
mendokumentasikan maraknya pembalakan liar, tata kelola pemerintahan yang lemah,
dan minimnya akuntabilitas dalam sektor kehutanan Indonesia. Kami juga memaparkan
taksiran terbaru atas pendapatan yang hilang dari salah urus pengelolaan hutan.
Memanfaatkan data pemerintah dan industri, dan menerapkan metodologi standar
industri, kami menyimpulkan pembalakan liar dan salah urus pengelolaan telah
mengakibatkan kerugian kas negara lebih dari US$7 milyar (sekira Rp 70 trilyun) antara

2007 dan 2011.

Meski Indonesia baru-baru ini menggelar reformasi penting untuk mengatasi beberapa
masalah tersebut, pelaksanaannya tetaplah lemah. Kami menemukan, dalam jumlah
signifikan, kerugian bukan berkurang tapi justru meningkat pada tahun-tahun belakangan.
Pada 2011, total kerugian mencapai lebih dari US$2 milyar (Rp 20 trilyun)—lebih besar dari
anggaran kesehatan negara Indonesia pada tahun yang sama, sehingga ia menurunkan
kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan mendasar bagi penduduknya.
Kerugian ini menggambarkan bagaimana kegagalan tata kelola pemerintahan
menggerogoti hak-hak asasi manusia yang mendasar, yang mengancam kesinambungan

pemanfaatan hutan dan upaya-upaya global menagatasi perubahan iklim.

Pihak berwenang Indonesia terus-menerus melanggar hak-hak masyarakat yang
menggantungkan hidupnya pada hutan melalui alokasi pemanfaatan hutan dan
menerapkan batasan-batasan konsesi industri hutan. Hak ini termasuk hak masyarakat
yang diakui hukum domestik guna mendapatkan konsultasi berarti dan kompensasi yang
adil atas hilangnya akses tanah dan hutan; hak masyarakat adat sesuai hukum
internasional yang mengendalikan tanah komunal dan sumberdaya alam; dan hak yang
diakui komunitas internasional atas keselamatan seseorang, tiadanya gangguan untuk

kehidupan privasi, keluarga dan rumah, dan menikmati barang milik secara nyaman.
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Salah urus pengelolaan dan korupsi terkait konsesi kehutanan dan pertanian juga memicu
konflik lahan, sesekali berbuntut kekerasan, antara perusahaan-perusahaan dan

masyarakat-masyarakat lokal.

Alih-alih mengatasi muasal sengketa itu, pemerintah justru mengeluarkan seperangkat
hukum—melalui undang-undang, peraturan kementerian, keputusan presiden dan
kesepahaman bersama—yang memperluas lingkup keterlibatan militer guna menangani
konflik yang secara samar dianggap “mengancam keamanan nasional”. Kembalinya
“pendekatan kemananan” untuk konflik sosial merupakan langkah mundur bagi
Indonesia, yang selama ini telah mencapai kemajuan dalam melepaskan peran militer dari
keterlibatan dalam sektor keamanan internal, yang pernah mengakar sangat mendalam
pada zaman pemerintahan Orde Baru Suharto. Langkah-langkah yang buruk itu sangat
mencemaskan bilamana dipakai sebagai model pendekatan atas pemilihan umum 2014.
Tekanan para kandidat dan partai politik untuk menambah dana kampanye besar-besaran

melalui jalan penggerusan sumber daya alam boleh jadi meningkatkan konflik lahan.

Kegagalan tata kelola pemerintahan terkait sektor kehutanan juga mencakup pembatasan
yang dibuat-buat atas akses informasi mengenai konsesi hutan dan klaim tanah, yang
jarang sekali adanya pertanggungjawaban terhadap mereka yang mengancam dan
mengintimidasi para aktivis masyarakat sipil. la juga termasuk minimnya pengawasan
atas peran aparat polisi dan militer, yang dalam beberapa kasus yang terdokumentasikan,

telah terlibat kekerasan dan pelanggaran terhadap masyarakat-masyarakat lokal.

Dampak tata kelola yang lemah terhadap hak asasi manusia ini bisa diperparah lewat
rencana yang secara dramatis memperluas perkebunan pulp (untuk produksi bubur kayu)
dan minyak sawit, sebagai bagian dari “Masterplan Ekonomi” (dikenal sebagai MP3EI—
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi). Kendati pemerintah
Indonesia mempromosikan perluasan dari sektor ini sebagai elemen penting strategi
pertumbuhan hijau, pembukaan perkebunan macam ini pada kenyataannya mendorong
penggundulan hutan alami dan meningkatkan emisi karbon maupun membebani kadar
tanah. Sejauh isu-isu tata kelola pemerintahan ini diatasi, tekanan-tekanan itu bisa

diduga memicu sengketa lahan baru yang berujung kekerasan dan pelanggaran mutakhir.

Persoalan-persoalan Indonesia dalam sektor kehutanan juga memiliki implikasi

internasional. Para donor perlu memastikan bahwa kelemahan dalam implementasi
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reformasi dan supremasi hukum ini diatasi. Di sisi lain, Indonesia dikenal negara penting
dalam strategi mitigasi perubahan iklim dunia, yang memiliki kekayaan hutan alam
melimpah, yang berperan menyerap karbon bagi iklim global tapi juga terperosok keadaan
penggundulan hutan besar-besaran, terutama pada hutan tanah gambut yang kaya karbon.
Praktik pemanfaatan lahan emisi tinggi ini telah membawa Indonesi sebagai salah satu

penyumbang emisi karbon terbesar di dunia.

Peran penting lain Indonesia dalam percaturan iklim global sebagai produsen terbesar
minyak sawit, sumber utama biofuel (bahan bakar nabati). Permintaan biofuel telah
meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena pemerintah di seluruh dunia berupaya
menurunkan emisi karbon dengan mengurangi pemakaian bahan bakar fosil berkarbon
tinggi. Betapapun niatnya mengurangi emisi, penggundulan hutan alami untuk membuka
perkebunan kelapa sawit—ironisnya guna memproduksi biofuel ‘berkarbon rendah’—
justru jadi sumber emisi terbesar di Indonesia. Asap menyebar saat hutan-hutan ini
dibakar untuk membuka perkebunan yang berhembus terus-menerus ke kawasan udara
negara tetangga Indonesia, membahayakan kesehatan, mengganggu penerbangan, dan
mengakibatkan ketegangan diplomatik. Berapapun modal besar yang diinvestasikan
komunitas internasional,tapi bila kelemahan tata pengelolaan sektor kehutanan dan
perkebunan ini tak ditangani dengan baik, Indonesia beresiko gagal memenuhi komitmen
publiknya yang ambisius untuk mengurangi emisi karbon sekaligus memunculkan

masalah-masalah hak asasi manusia.

Upaya reformasi pemerintah terbaru mulai mengatasi persoalan ini, kendati hasilnya
belum cukup mumpuni. Sejak 2009, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik dan mengembangkan sistim audit untuk memverifikasi
legalitas hasil kayu. Namun, efektivitas reformasi ini dihambat terus-menerus oleh
lemahnya pelaksanaan dan penegakan peratura serta produk hukum lain yang saling

bertentangan.

Contoh utama lemahnya reformasi pemerintah itu berupa pengabaian penegakan hukum
terhadap hak-hak masyarakat atas tanah dan hutan. Sistem verifikasi legalitas kayu
terbaru tak memberi cukup perlindungan bagi masyarakat dari pelanggaran dalam sektor
kehutana. Berikutnya, kurangnya transparansi terus menghalangi efektivitas reformasi.
Kendati masyarakat sipil memiliki mandat hukum untuk mengawasi sistem verifikasi kayu

Kementerian Kehutanan, minimnya pemenuhan pemerintah atas transparansi peraturan
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itu menggerogoti peran tersebut. Dua tahun setelah undang-undang kebebasan informasi
berlaku, pelaksanaannya oleh lembaga-lembaga pemerintah tetaplah lemah, dan
kepolisian Indonesia seringkali gagal menegakkan putusan pengadilan yang
memerintahkan dibukanya akses informasi. Sebagai tambahan, Undang-Undang Intelijen
Negara yang diloloskan Dewan Perwakilan Rakyat pada Oktober 2011 telah mengecualikan
informasi tergolong penting mengenai sektor sumberdaya alam sebagai informasi yang

boleh dibuka atas nama melindungi “kepentingan ekonomi nasional” dalam negeri.

Pengawasan warga negara berada dalam ancaman dari pasal-pasal pencemaran nama
baik dan sebuah undang-undang baru yang dapat dipakai untuk membatasi pendanaan
dan kegiatan masyarakat sipil. Aturan-aturan ini menerapkan hukuman pidana untuk
“penyalahgunaan” informasi publik yang rumusannya tak jelas, dan memberi wewenang
yang luas pada pemerintah untuk mencampuri kelompok-kelompok sipil yang dianggap
membahayakan “kepentingan nasional.” Pemerintah Indonesia menerapkan pembatasan
terhadap masyarakat sipil dan kebebasan berserikat, yang jelas-jelas melanggar hukum
internasional. Mereka juga mengancam kebebasan berpendapat melalui kemmungkinan
pemerintah mengintimidasi dan membungkam individu-individu atau organisasi yang
berupaya mengawasi para pejabat pemerintah dan perusahaan-perusahaan yang

diuntungkan dari aset sumberdaya alam negara.

Kondisi masyarakat sipil yang dinamis dengan akses terhadap informasi mengenai
pemanfaatan aset publik pemerintah macam sumberdaya alam merupakan perkara krusial
bagi suatu pemerintahan yang akuntabel, yang melindungi hak asasi manusia serta
lingkungannya. Mengatasi lemahnya tatakelola pemerintahan yang menghalangi
partisipasi sipil menjadi sesuatu yang penting bagi proses reformasi agar berjalan efektif.
Langkah-langkah ini penting untuk Indonesia menangani pemanfaatan tanah tak
terbarukan, meningkatkan kas pendapatan negara bagi kesejahteraan publik, dan
memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusia internasional. Memperbaiki
transparansi dan akuntabilitas merupakan perkara kritis guna mengurangi konflik-konflik
agraria di jantung masyarakat miskin pedesaan. la juga menjamin masyarakat-masyarakat

mampu bersuara bebas tanpa takut menuai serangan balasan.
Catatan pengiring: Saat laporan ini dipublikasikan, ada progresi menonjol melalui
Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Kehutanan 1999 bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar 1945 untuk sebagian yang mencakup kawasan hutan adat.
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Putusan ini, merespons petisi dari Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), secara jelas
mencopoti kewenangan Kementerian Kehutanan yang sebelumnya memerlakukan
masyarakat-masyarakat adat mengalokasikan tanahnya untuk konsesi perusahaan
penebangan kayu dan perkebunan. Putusan ini mencerminkan perubahan signifikan dan
patut dipuji setelah bertahun-tahun terseret dalam situasi timpang. Namun, pelaksanaan
putusan ini butuh pemetaan dan pendataan tanah-tanah adat, dan suatu negosiasi
dicabutnya konsesi yang telah ada—bertalian dengan lemahnya tatakelola pemerintahan
atas lahan-lahan pertambangan—bisa saja memunculkan kesempatan korupsi dan
parampasan, yang mungkin memicu naiknya konflik. Perlunya partisipasi, transparansi,
pengawasan, dan akuntabilitas menjadi kian genting ketimbang sebelumnya demi
menjamin implementasi yang sekian lama diidamkan, yakni pemenuhan hak asasi

manusia dalam sektor kehutanan.
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Rekomendasi

Kepada Pemerintah Indonesia

* Amandemen sistem verifikasi kayu termasuk menyertakan penilaian kepatuhan
pemerintah dan perusahaan terhadap seperangkat hukum yang melindungi hak
tanah lokal dan kesepakatan ganti-rugi.

* Terapkan dan tegakkan secara penuh Undang-Undang Kebebasan Informasi.
Sertifikasi legalitas kayu perlu ditangguhkan hingga para pemantau masyarakat
sipil menerima semua informasi yang dibutuhkan untuk mengawasi dan
pengaduan mereka ditangani para auditor.

* Amandemen peraturan Menteri Dalam Negeri 33/2012 untuk menghapus
pembatasan yang tak perlu dan tak jelas mengenai mandat, aktivitas dan
pendanaan lembaga masyarakat sipil. Dorong perubahan serupa untuk RUU

Organisasi Kemasyarakatan.

Kepada Perusahaan Sektor Kehutanan dan Perkebunan, termasuk
Matarantai Penyuplai

e Libatkan LSM-LSM lokal untuk merancang dan melembagakan prosedur
pengaduan fundamental bagi masyarakat-masyarakat yang terpapar kerugian.

e Lakukan analisis secara tuntas mengenai dampak hak asasi manusia atas
perusahan-perusahaan kehutanan yang diusulkan demi mencegah keterlibatannya
yang berpotensi melanggar hak asasi manusia terhadap masyarakat-masyarakat

sekitar, termasuk alokasi konsesi lahan yang sebelumnya diklaim masyarakat itu.
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Kepada Pemerintah Donor dan Lembaga Keuangan Internasional

* Desak kepatuhan yang bisa dibuktikan oleh Kementerian Kehutanan dan auditor
dengan menyertakan persyaratan kementerian membuka informasi yang
dibutuhkan bagi para pemantau independen yang mengawasi sistem audit hutan.

* DesakIndonesia untuk mengadopsi kriteria legalitas kayu yang mensyaratkan
penilaian berikut:

(@) Operasi kayu di dalam lahan yang secara legal telah ditentukan undang-
undang Indonesia, termasuk membebaskan lahan yang sebelumnya telah
diklaim masyarakat, dan

(b) Masyarakat harus cukup mendapatkan konsultasi dan bayaran ganti-rugi yang

adil oleh perusahaan, sebagaimana diatur undang-undang.
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Metodologi

Laporan ini bersandar penelitian Human Rights Watch di Indonesia pada Februari, Maret,
dan Desember 2012, serta Februari 2013, melalui wawancara telepon, riset pakar, dan

analisa ekstensif antara April 2012 dan Juli 2013.

Kami mewawancarai para analis, aktivis masyarakat sipil, wartawan, dan para donor yang
berkecimpung dalam bidang kehutanan, perubahan iklim, dan tata kelola pemerintahan.
Para peneliti Human Rights Watch mengenalkan maksud wawancara ini dengan semua

orang yang diwawancarai, dalam situasi sukarela, bagaimana informasi ini akan dipakai,

dan tiada kompensasi apapun bagi mereka yang bersedia diwawancarai.

Kami menghimpun data pemerintah Indonesia dan industri mengenai produksi dan
konsumsi kayu, import dan ekspor kayu, pendapatan hutan, statistik kesehatan, dan
informasi anggaran, serta analisa independen dari pelbagai pakar. Kami juga
menghimpun data perdagangan dan produksi hutan dari Organisasi Pangan dan Pertanian

PBB, Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia, dan Organisasi Internasional Kayu Tropis.

Analisa kuantitatif kami (lihat Lampiran A) dan hasilnya ditinjau oleh tiga pakar dalam
bidang keuangan kehutanan dan pasokan kayu Indonesia, yang minta namanya tak
disebutkan dengan pertimbangan menghindari kemungkinan serangan balasan oleh para

pejabat pemerintah.

Mengingat penelitian kami tergolong sensitif mengacu isu korupsi dan kegagalan
tatakelola pemerintahan, dan menimbang ancaman balik pemerintah terhadap sehimpun
kritik yang didokumentasikan laporan ini, beberapa individu yang kami ajak bicara

dirahasiakan namanya guna melindungi mereka dari kemungkinan aksi balasan.
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Harga Pembalakan Liar dan Salah Urus Tatakelola
Kehutanan: Bukti-bukti Terbaru

Pada laporan kami 2009 berjudul Dana Liar: Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi
Sektor Kehutanan Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia, Human Rights Watch
mengkalkukasikan bahwa pemerintah Indonesia kehilangan pendapatan sedikitnya
US$ 1,8 milyar pada 2006 dari pajak kehutanan yang tak ditarik karena pembalakan liar
dan salah urus pengelolaan sektor kehutanan.: Kami memakai data industri dan
pemerintah guna memperkirakan kerugian pajak dari penebangan kayu tanpa ijin, dari
mekanisme pemerintah bersandar harga “pasaran” yang dibuat-buat supaya harganya
rendah saat menghitung royalti (subsidi siluman pada perusahaan kayu),2 dan dari iuran

yang tak dipungut.3

Pada analisa-analisa terbaru yang memakai data industri dan pemerintah dari 2007-
2011 (Gambar 1: lihat Lampiran A untuk pembahasan lengkap metodologi), kini kami
menemukan bahwa, setelah penolakan awal,4 kerugian dari pembalakan liar dan
lemahnya tatakelola mencapai lebih dari US$2 milyar (sekira Rp 20 trilyun) pada 2011

(data paling mutakhiryang tersedia). Lima tahun setelah terbitnya Dana Liar, kami

Y Human Rights Watch, “Dana Liar”:Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia pada Hak
Asasi Manusia, Desember 2009, http://www.hrw.org/id/reports/2009/12/01/dana-liar-o.

2 Poin ini kemudian diakui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian kehutanan Indonesia, yang pendapatnya
tertera dalam Risalah Kebijakan No. 5/5, menyatakan harga indeks rendah yang dibuat-buat itu menyebabkan kerugian
besar dalam pendapatan negara lewat penekanan pembayaran royalti. Kementrian Kehutanan, “Evaluasi Tarif PSDH Kayu
Hutan Alam,” Risalah Kebijakan,vol. 5,no. 5,2011.

3 Salah satu gambaran untuk kerugian ini, Indonesian Corruption Watch meneliti audit 2009 oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan
menemukan bahwa di provinsi Riau saja, pemerintah kehilangan sekitar US$240 juta dari pajak kehutanan yang tak ditarik pada
tahun itu. “Kerugian Negara dari Sektor Kehutanan Triliunan.” HukumOnline, 20 Mei 2010,
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4bdbadfzbeido/kerugian-negara-dari-sektor-kehutanan-triliunan (diakses 22 April 2013)

4 Seperti dijelaskan dalam Dana Liar, Human Rights Watch meyakini, dan para pakar sektor kehutanan menyimpulkan,
bahwa laporan pemerintah tentang peningkatan mendadak dari produksi perkebunan pulp, yang mengakibatkan
jatuhnya kerugian, tak bisa diandalkan karena luas perkebunan yang dilaporkan tak mungkin menghasilkan jumlah
sebesaritu. Human Rights Watch, “Dana Liar”:Konsekuensi Pembalakan Liar dan Korupsi di Sektor Kehutanan Indonesia
pada Hak Asasi Manusia, hal. 4-5; Louis Verhot, et al., Reducing Forest emissions in Indonesia (Bogor: CIFOR, 2010),
http://www.cifor.org/publications/pdf_files/Books/BV erchoto101.pdf (diakses 22 April 2013), hal. 6. Kami juga
mencatat bawa hampir separuh produksi kayu negara yang dilaporkan berasal dari sumber-sumber Kementerian
Kehutanan yang digolongkan sebagai “sumber lain” dalam Laporan Tahunan 2011 mereka. Kementrian Kehutanan,
“Statistik Kehutanan Indonesia, 2011” http://www.dephut.go.id/files/Statistik_kehutanan_2011.pdf (diakses 6 Maret
2013) Tabel IV, 6.1.
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menaksir kerugian negara dari sektor kehutanan mencapai lebih dari US$7 milyar (Rp
70 trilyun).s

Gambar 1: Kehilangan Pendapatan Kehutanan karena Salah Urus Tatakelola dan Korupsi
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Sumber: Asoasiasi Pulp dan Kertas Indonesia. Laporan Tahunan dari Organisasi Internasional Kayu Tropis,
dan Kementerian Kehutanan Indonesia.

5 Pada 2009, Kementrian Kehutanan melakukan langkah-langkah awal untuk mengurangi kehilangan pendapatan negara, yang
langsung dilawan sengit oleh industri, mengakibatkan reformasi ini ditarik kembali beberapa bulan kemudian. Kementrian
Kehutanan menerbitkan dua peraturan perundangan yang mewajibkan Penggantian Nilai Tegakan (PNT) yang dirancang
memulihkan nilai aset alam yang hilang saat hutan ditebang perusahaan swasta. (Peraturan tentang izin pemanfaatan Kayu,
Kementerian kehutanan, Hal. 65/Menhut-11/2009 http://www.dephut.go.id/files/P58_o9.pdf dan peraturan yang telah direvisi
http://www.dephut.go.id/index.php?g=id/node/7099, diakses 27 Mei 2013), namun pada November 2011, Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia (APHI) mengajukan judical review kepada Mahkamah Konstitusi. (APHI, “Surat No 41/PR/XI/41 P/HUM/TH.2011,” 4
November 2011). Mahkamah Konstitusi membatalkan peraturan tersebut. (Letjend. (Purn.) Sugiono vs. Menteril Kehutanan Republik
Indonesia, Mahkamah Agung Indonesia, kasus No. 41 P/HUM/2011, Putusan Mahkamah Agung No. 41, 2 September, 2012,
http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/ad62979bbs10792df243baéfbdc8eesa (diakses 22 April 2013). Pada Maret 2012,
Kementrian Perdagangan menaikkan harga indeks yang menjadi dasar perhitungan biaya royalti kayu (Provisi Sumber Daya Hutan,
PSDH) sehingga indeks lebih mendekati harga riil kayu di pasaran domestik. Namun lagi-lagi APHI menentang penaikan royalti ini
dan Kementrian Perdagangan menggantinya dengan menerbitkan peraturan baru (Per.MenDag 22/M-Dag/PER/4/2012), sehingga
indeks harga kembali pada nilai tahun 2007. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-Dag/PER/3/2012
Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan (Amendemen terhadap regulasi
Kementrian Perdagangan No. 12/M-Dag/PER/3/2012), Per MenDag 22/M-Dag/PER/4/2012, 2012,
http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2012/04/Permendag%20N0.%2022%20Tahun%202012.pdf (diakses 22 April 2013).
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Tak hanya mengejutkan dalam hal besarnya kerugian itu, ia juga mencolok bila
dibandingkan rendahnya pendapatan kehutanan yang bisa dikumpulkan dari ekstraksi
aset hutan publik negara. Pada 2011 misalnya, Kementrian Kehutanan melaporkan hanya
dapat mengumpulkan 62% dari biaya PSDH/DR yang menurut perhitungan kami

seharusnya dinilai berdasarkan produksi kayu yang dilaporkan. ¢

Sementara kerugian yang diilustrasikan pada Gambar 1 cukup mencolok, taksiran itu
terbilang konservatif mengingat tak dimasukkannya royalti dari:
* Penyelundupan kayu ke luar negeri, yang diperkiran dalam jumlah besar
* Penjualan kayu ilegal oleh banyaknya jumlah tempat penggilingan kayu skala
kecil,” yang tak dicantumkan dalam laporan tahunan kementerian tapi tergolong
banyaks, dan;

e Eksporyang dihargai rendah untuk menghindari pajak (permainan harga).

Kami bukanlah satu-satunya yang menaksir kerugian pendapatan dari sektor kehutanan
yang gila-gilaan ini. Perhitungan keuangan lain lantaran merajalelanya korupsi dan salah
urus manajemen sektor kehutanan ini mengkonfirmasi kerugian besar yang disebabkan
lemahnya tata kelola pemerintahan, dan hal ini mengindikasikan kerugian tambahan yang
bikin masalah jauh lebih buruk dari perkiraan perhitungan kami. Contohnya, menurut
studi 2010 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, izin pertambangan yang dikeluarkan

secara ilegal oleh pemerintah kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan hutan

6 Hal Ini berkontribusi pada perhitungan kami dari kerugian 2011 yang hampir US$200 juta. Kemungkinan yang bisa
dijelaskan dari angka yang tak dipungut dengan lengkap ini karena perusahaan mungkin diuntungkan dari rendahnya nilai
tukar yang dibuat-buat saat membayar royalti kayu. Pada 2005, mantan menteri kehutanan mencatat kerugian terbesar
pendapatan negara berasal dari praktik Kementerian Keuangan yang mengizinkan perusahaan membayar royalti reboisasi
(yang seharusnya dalam mata uang dollar) ke dalam nilai rupiah pada kurs yang hanya Rp 2.500 perdollar AS, sementara
nilai tukar mata uang dollar tak pernah di bawah Rp 7.000 sejak 1998 . “Menteri Kehutanan: Kurs Dana Reboisasi Versi
Depkeu Merugikan Negara,” Tempo, 26 Januari 2005, http://www.tempo.co/read/news/2005/01/26 /05655492 /Menteri-
Kehutanan-Kurs-Dana-Reboisasi-Versi-Depkeu-Merugikan (diakses 22 April 2013).

7 Penggilingan kayu gelondongan yang memproduksi sedikitnya 6.000 meter kubik pertahun tak dimasukkan laporan
tahunan Kementerian Kehutanan

8 Wawancara Human Rights Watch dengan para pakar sektor kayu dari lembaga donor dan lembaga akademik, Jakarta,
Maret 2012. Misalnya, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB melaporkan produksi kayu gelondongan pada 2011 sebesar
118 juta meter kubik, sementara Laporan Tahunan 2011 Departemen Kehutanan (dalam Buku Statistik 2011) melaporkan
penggunaan kayu gelondongan dengan kapasitas lebih dari 6.000 meter kubik pertahun hanya 47 juta meter kubik.
Artinya, pabrik penggilingan besar ini kurang dari 40 persen dari total produksi kayu. Lihat FAO PBB, “Database FAOSTAT-
Kehutanan,” http://faostat.fao.org/site/626/DesktopDefault.aspx?PagelD=626#ancor (diakses 24 Mei 2013), dan
Kementerian Kehutanan, “Statistik Kehutanan Indonesia,” Juli 2011,
http://www.dephut.go.id/files/BUku%20Statistik%20Juli%202012_terbaru.pdf (diakses 22 April 2013).
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negara di empat provinsi Kalimantan saja telah menyebabkan hilangnya US$1,8 milyar
pendapatan pemerintah pertahun. KPK juga mencatat sangat jarang pertanggungjawaban
hukum atas pelanggaran itu.? Dengan ukuran apapun, kerugian keuangan dari buruknya

tatakelola pemerintahan dalam sektor kehutanan ini sangatlah besar.

9 Komisi Pemberantasan Korupsi, “Matriks Temuan dan Saran Perbaikan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengelolaan
Kawasan Hutan pada Ditjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan,” 2010,
http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20130131073930.Pemberantasan%2oKejahatan%2oHutan%20Setengah%20H

ati.pdf (diakses 22 April 2013) hal 88-91. Lihat juga, “Paparan Hasil Kajian KPK tentang Kehutanan,” siaran pers KPK, 3
Desember 2010.
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Laterbelakang: Agenda Pertumbuhan Hijau Indonesia

Besarnya kerugian dalam sektor kehutanan Indonesia tak cuma disebabkan tiadanya
perhatian pemerintah. Pemerintah justru memerlakukan kehutanan sebagai salah satu
sektor kunci berkelanjutan, mempromosikan agenda ‘pertumbuhan hijau’ sebagai bagian
dari rencana ekonomi nasional, disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EIl). Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi
untuk mengurangi kemiskinan, terutama bagi penduduk pedesaan. Bagian dari strategi ini,
pemerintah memperluas perkebunan kelapa sawit dan pulp pada tingkat laju yang sangat
cepat (Gambar 2 merekam pertumbuhan terbaru dalam sektor ini). Acapkali ekspansi
lahan itu di daerah hutan dan kawasan yang diklaim masyarakat lokal sebagai bagian dari
wilayah tradisional mereka. Dalam praktiknya, agenda pertumbuhan hijau yang inklusif
dan berkelanjutan malah menelan biaya yang signifikan terhadap keanekaragaman hayati

maupun matapencaharian masyarakat miskin pedesaan.

Gambar 2: Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit & Bubur Kayu
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Sumber: Badan Pusat Statistik 2010 (data kelapa sawit), Dirjen Perkebunan 2012 dan Kementerian Kehutanan
2010 (data bubur kayu). Garis titik-titik menggambarkan rencana perluasan.
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Penggundulan Hutan untuk Mendirikan Perkebunan Bubur Kayu

Sebagai salah satu pelaku industri utama di dunia dalam produksi kayu lapis tropis dan
pernis, yang dibuat dari pepohonan berdiameter lebar dalam jumlah yang besar, sektor
kehutanan Indonesia saat ini didominasi industri kertas, yang mampu memanfaatkan
pohon ukuran lebih kecil dan pohon jenis lain yang tak terserap pasar. Pada medio 1990-
an, industri besar bubur kayu dibangun jauh sebelum terbentuknya perkebunan yang
mampu memasok kayu secara memadai, artinya industri ini telah bergantung pada
pembalakan liar hutan alam untuk memenuhi permintaan kayu.* Meski kekurangan kayu
legal, ketimbang mengurangi kapasitas—sebagaimana didesak lembaga non-pemerintah
dan donor internasional,** industri ini menerapkan rencana yang nyaris duakali lipat dari
kapasitas kayu gelondongan sekarang hingga pada 2015.*2 Bahkan jika tingkat
penanaman pohon sebanyak yang diklaim pemerintah saat ini, para pakar industri tetap

meragukan secara serius bahwa perkebunan ini akan cukup memenuhi permintaan.

Dampak perluasan perkebunan yang didorong permintaan ini cukup mendalam dan
bertahan lama terhadap masyarakat dan hutan. Perkebunan butuh konversi hutan yang
utuh dan permanen untuk tanaman monokultur, dengan dampak yang signifikan terhadap
pola perekonomian lokal yang subsisten, serta keanekaragaman hayati hutan. Statistik
pemerintah pada 2010 mendokumentasikan lebih dari 9.000 pedesaan terletak di

kawasan hutan negara dan 71 persennya bergantung pada hutan sebagai

10 Faktor-faktor lain itu termasuk kurangnya peralatan pengolahan kayu, ketersediaan kayu ilegal, dan hampir tiada
penegakan yang berarti di mana hanya ada sedikit insentif untuk membangun perkebunan saat serat kayu bisa lebih murah
diperoleh dari sumber ilegal. Christopher Barr, Banking on Sustainability: Structural adjustment and forestry reform in post-
Suharto Indonesia, (Bogor: CIFOR/WWF, 2001), http://www.cifor.org/publications/pdf_files/books/profits.pdf (diakses 22
April 2013).

11 Bank Dunia, “Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest
Assistance in Indonesia,” Desember 2006, http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/08/08/000112742_20070808171951/Rendered/P
DF/392450REVISEDoIDWBForestOptions.pdf (diakses 22 April 2013); Multi-stakeholder Forestry Programme (MFP), Laporan
kebijakan: revitalisasi industri kayu di Indonesia pada kuartal pertama abad ke-21, (Jakarta: DFID, 2006), Barr, Banking on
Sustainability.

12 Terjadi peningkatan 5 juta metrik ton pertahun. Krystof Obidzinski dan Ahmad Dermawan, “Putaran baru ekspansi bubur
kayu dan kertas di Indonesia: Apa yang kita ketahui dan apa yang kita perlu tahu” posting untuk “Kabar Hutan” (blog), CIFOR,
30 Mei 2011, (diakses 22 April 2012).

13 |bid. Penjelasan mengenai hambatan kerjasama perkebunan untuk bubur kayu dengan petani, lihat Krystof Obidzinski
dan Ahmad Dermawan, “Smallholder Timber Plantation Development: What’s Preventing Progress?” International Forestry
Review, vol. 12, No. 4 (2010), hal. 339-348.

14 Sheil, et al, Impacts and Opportunities of Oil Palm in South East Asia: What do we know and what do we need to know? (Bogor:
CIFOR, 2009), http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/2792.html (diakses 22 April 2013).
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matapencaharian mereka.’s Pada 2006, Bank Dunia manaksir sekira 10 juta dari 36 juta
rakyat paling miskin Indonesia menggantungkan matapencahariannya secara langsung

pada hutan. 6

Masyarakat lokal memprotes atas hilangnya hutan dan lahan yang mereka klaim dan
menjadi sumber matapencaharian mereka. Namun, protes ini seringkali diabaikan. Satu
kejadian dramatis berlangsung pada Januari 2012 saat sekelompok 50 petani dari wilayah
Sumatera mengecam pembukaan perkebunan untuk bubur kayu dengan mendatangi
gedung DPR di Jakarta dan melakukan aksi jahit mulut sebagai protes suara mereka tak
didengarkan. Menyadari keluhan mereka tak ditanggapi secara memuaskan oleh
pemerintah, sejumlah petani kemudian mengancam bakar diri bila tanah mereka tak

dicabut dari konsesi perkebunan.7

Penggundulan Hutan untuk Memproduksi Biofuel ‘Hijau’

Ancaman signifikan lain untuk hutan Indonesia dan masyarakat yang tinggal di dalam
dan sekitar hutan adalah perluasan perkebunan kelapa sawit. Indonesia yang telah
dikenal produsen minyak sawit terbesar di dunia, memproduksi 25 juta metrik ton
pertahun,® berencana meningkatkan produksinya (lihat Gambar 2). Masterplan Ekonomi
menetapkan target ambisius untuk perusahaan swasta terbaru dan investasi negara
dalam sektor ini, termasuk dengan membuat ‘zona pengembangan’ baru kelapa sawit di

Sumatera dan Kalimantan.

15 Badan Pusat Statistik, “Sensus Penduk 2010,” http://sp2010.bps.go.id/ (diakses 22 April 2013).

16 Bank Dunia, “Sustaining Economic Growth, Rural Livelihoods, and Environmental Benefits: Strategic Options for Forest
Assistance in Indonesia,” Desember 2006, http://www-
wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2007/08/08/000112742_20070808171951/Rendered/P
DF/392450REVISED0IDWBForestOptions.pdf (diakses 22 April 2013).

17 Wawancara Human Rights Watch dengan Konsorium untuk Pembaharuan Agraria (KPA) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan
Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), Jakarta, Maret 2012; “Jahit Mulut, Perjuangan Pulau Padang,” Kompas, 21
Desember 2011, http://megapolitan.kompas.com/read/2011/12/21/05373320/Jahit.Mulut.Perjuangan.Warga.Pulau.Padang
(diakses 22 April 2013).

18 Jaringan Informasi Pertanian Global (GAIN) Departemen Pertanian Amerika Serikat, “Indonesia: Oilseeds and Products
Annual,” 11 April 2012,
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20and%20Products%20Annual_Jakarta_Indonesia_s4
-12-2012.pdf (diakses 21 September 2012).

19 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, “Masterplan: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025,” 2011,
http://www.ekon.go.id/media/filemanager/2011/07/06/m/p/mp3ei-english_final.pdf (diakses 22 April 2013).
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Sektor ini juga diperluas karena meningkatnya permintaan global untuk biofuel ‘hijau’,
yang berasal dari tanaman seperti kelapa sawit.° Dalam beberapa tahun terakhir,
permintaan itu melonjak, termasuk di Indonesia,? karena negara-negara diwajibkan
memenubhi target biofuel guna mengurangi emisi karbon.22 Bank Dunia memperkirakan,
target Indonesia untuk konsumsi biofuel dalam negeri akan membutuhkan 1,4 juta hektar

tambahan perkebunan kelapa sawit.3

Namun, betapapun sektor kelapa sawit mengalami ledakan di Indonesia, tatakelola
pemerintahan dan pengawasan sektor ini menuai pertanyaan. Pada 2011, Indonesia
menarik diri dari sistem sertifikasi minyak sawit internasional yang sifatnya sukarela, The
Roundtable on Sustainable Palm Qil (RSP0O), yang melibatkan audit pihak ketiga untuk
memenuhi standar-standar lingkungan dan sosial, termasuk mekanisme mencegah
konflik sosial.2¢Indonesia kini memakai mekanisme sendiri, Indonesia Sustainable Palm
0il (ISPO)=. Sertifikasi ISPO kabarnya akan wajib diterapkan pada akhir 2014, tapi
kriterianya sendiri belum pernah dibikin terbuka sehingga belum jelas standar lingkungan
dan sosial seperti apa yang disertakan, dan bagaimana pelaksanaannya. la juga belum

jelas seberapa jauh pemenuhan rantai pasokan yang akan dikembangkan. Akhirnya,

209 Bjofuel dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan program penanggulangan perubahan iklim dan sarana bagi negara-
negara memenuhi target emisi mereka dengan mengganti emisi karbon tinggi yang terkait pembakaran bahan bakar fosil.

21 Faktor pendorong lain mengenai perluasan perkebunan kelapa sawit adalah meningkatnya permintaan pada 2006 melalui
Kebijakan Energi Nasional di Indonesia demi mencapai target 5 persen konsumsi bahan bakar minyak dalam negeri yang
harus dipenuhi lewat biofuel pada 2025. Presiden Republik Indonesia, “National Energy Policy, Presidential Regulation No
5/2006,” 25 Januari 2006, http://faolex.fao.org/docs/pdf/ins64284.pdf (diakses 22 April 2013)

22 Misalnya, India dan Uni Eropa memiliki target wajib 20 dan 10 persen dari seluruh penggunaan bahan bakar yang
bersumber dari biofuel pada 2020, sementara China menargetkan 15 persen untuk transportasi pada 2020. FAO, The State of
Food and Agriculture 2008, Biofuels: Prospects, Risks and Opportunities, (Rome: FAO, 2008),
http://www.fao.org/docrep/o11/io100e/io100e00.htm (diakses 22 April 2013), hal.29.

23 A, Sari et al., Indonesia and Climate Change: Working Paper on Current Status & Policies (Jakarta: World Bank, PEACE &
DFID, 2007). Lihat juga, K. Obidzinski, et al., “Environmental and social impacts of oil palm plantations and their
implications for biofuel production in Indonesia,” Ecology and Society, vol. 17, no. 1, art. 25 (2012),
http://www.ecologyandsociety.org/voli7/iss1/art25/ (diakses 22 April 2013). ; United Nations Environment Programme
(UNEP), “Towards Sustainable Production and Use of Resources: Assessing Biofuels,”
http://www.unep.org/PDF/Assessing_Biofuels.pdf (diakses 22 April, 2013).

24 RSPO bertujuan “mengembangkan, melaksanakan, memverifikasi, memastikan dan meninjau secara berla;a mengenai
standar global yang kredibel” untuk seluruh rantai pasokan kelapa sawit yang berkelanjutan dalam hal lingkungan hidup
dan sosial dengan melibatkan para pemangku kepentingan. RSPO, “Principles and Criteria for Sustainable Palm Oil
Production: Indicators and Guidance,” Oktober 2007,
www.rspo.org/files/resource_centre/RSP0%20Principles%20&%20Criteria%20Document.pdf (diakses 22 April 2013).

25 Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), “ISPO,” 15 Maret 2013, www.ispo-org.or.id/ (diakses 8 Maret 2013)
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seperti RSPO, ISPO tak memiliki mekanisme pengaduan dan pengawasan komunitas lokal

dan masyarakat sipil.2¢

Sebagaimana sektor bubur kayu, permintaan pesat terhadap minyak sawit—berkelindan
lemahnya tatakelola pemerintahan—menyebabkan naiknya sengketa antara para pejabat,
perusahaan, dan masyarakat lokal, yang sebagian besar berbuntut kekerasan. Konflik ini
jadi peringatan bagi komunitas internasional bahwa mempromosikan biofuel tanpa
pengawasan memadai mengenai bagaimana minyak itu diproduksi bisa-bisa mendorong

risiko memperburuk pelanggaran hak asasi manusia.

26 Tim Gabungan pencari Fakta, “Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta,”Januari 2012, dipegang Human Rights Watch, hal.
114, 122. TGPF Mesuji mencatat bukan hanya tiadanya mekanisme ganti rugi dalam ISPO tapi juga tiadanya pengamanan
sosial dalam undang-undang perkebunan. Prosedur ganti-rugi RSPO melibatkan suatu panel berisi lima anggota mencakup
para pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari LSM lingkungan hidup dan LSM sosial; RSPO, “Grievance Handling,”
tanpa tanggal, http://www.rspo.org/en/grievance_handling (diakses 22 April 2013).
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Dampak Tatakelola Pemerintahan yang Lemah dalam
Sektor Hutan terhadap Hak Asasi Manusia

“Tatakelola pemerintahan” biasa didefinisikan sebagai pengambilan keputusan dan
pelaksanaan dari proses yang menjamin akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan lingkungan
berkelanjutan. Tatakelola pemerintahan yang baik memungkinkan suatu negara
memenubhi tujuan-tujuan pembangunan dan penegakan supremasi hukum.27
Penghormatan hak asasi manusia menjadi unsur mahapenting dari tatakelola
pemerintahan. Human Rights Watch telah mendokumentasikan di sejumlah negara yang
tatakelola pemerintahannya lemah tak hanya menghambat pertumbuhan ekonomi,
pengurangan kemiskinan, dan pemanfaatan sumberdaya alam berkelanjutan, tapi juga

menghalangi perlindungan dan perwujudan penuh hak asasi manusia.28

Tatakelola pemerintahan yang lemah dari sektor kehutanan Indonesia merupakan satu
kasus yang jadi titip perhatian kami. Bab ini menjelaskan konsekuensi hak asasi manusia
seperti: lenyapnya pendapatan yang mestinya mampu membiayai pelayanan publik yang
dibutuhkan, termasuk layanan kesehatan yang genting bagi masyarakat di sekitar atau di
dalam kawasan hutan; korupsi; impunitas alias kebal hukum; dan serangan terhadap para
pemantau masyarakat sipil. Konsekuensi juga mencakup rebutan klaim lahan yang
ambigu, sengketa berbuah kekerasan yang kerap terjadi, dan kehendak pemerintah

melibatkan militer untuk mengatasi konflik agraria.

Kehilangan Pendapatan dan Hak atas Kesehatan

Sebagaimana didokumentasikan Dana Liar, serta laporan Human Rights Watch

sebelumnya mengenai negara Angola?® dan Equatorial Guineas3°, salah kaprah pengelolaan

27 United Nations Development Programme (UNDP), Good Governance and Sustainable Human Development: A UN Policy
Document, (New York: UNDP, 1994); OECD Development Assistance Committee, Final Report of the Ad Hoc Committee on
Participatory Development and Good Governance, 1997 (Paris: OECD DAC).

28 Human Rights Watch, Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact on Human
Rights, 13 Januari 2004, http://www.hrw.org/reports/2004/01/12/some-transparency-no-accountability-o; Human Rights
Watch, Transparency and Accountability in Angola: an Update, 13 April 2010,
http://www.hrw.org/reports/2010/04/13/transparency-and-accountability-angola-o; Human Rights Watch, Well Oiled: Oil
and Human Rights in Equatorial Guinea, July 9, 2009, http://www.hrw.org/reports/2009/07/09/well-oiled-o.

29 Human Rights Watch, Some Transparency, No Accountability: The Use of Oil Revenue in Angola and Its Impact on Human
Rights; Human Rights Watch, Transparency and Accountability in Angola: an Update.
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dan korupsi sektor sumberdaya alam seperti kehutanan telah melenyapkan kas
pendapatan milyaran dollar, yang mestinya dapat dipakai untuk mendanai layanan publik
yang sangat dibutuhkan, termasuk pelayanan kesehatan yang terkait langsung hak-hak
sosial dan ekonomi.3! Pasal 12 dari Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (ICESCR) mengharuskan negara “mengakui hak setiap orang untuk menikmati
standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental,” termasuk
“mengupayakan terciptanya kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan
perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.” Komite Hak Ekosob PBB yang berwenang
menginterpretasikan agenda hak mendasar ini menyatakan hak-hak itu juga dipahami
untuk menggamit “langkah-langkah yang dibutuhkan untuk peningkatan kesehatan ibu
dan anak, kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi, termasuk akses keluarga
berencana, kondisi sebelum dan setelah persalinan, pelayanan kebidanan darurat dan
akses terhadap informasi, serta sumberdaya yang diperlukan untuk bertindak segera atas
informasi tersebut.32 Komite kemudian menyatakan, “pelanggaran kewajiban untuk
memenuhi” persyaratan ini dapat terjadi bila “ada belanja anggaran tak cukup atau salah

urus alokasi sumberdaya publik yang mengakibatkan situasi buruk hak atas kesehatan.”3s

Human Rights Watch secara umum tak mengambil posisi untuk mengusulkan rekomendasi
yang mencampuri pemerintah-pemerintah menata prioritas pendanaan publik. Namun,
kesalahan parah manajemen dan pencurian aset publik telah berkontribusi
menyelewengkan sumberdaya dari realisasi hak asasi manusia. Dalam hal ini, dana
negara yang bisa meningkatkan kesejahteraan publik dan memenuhi kewajiban Indonesia
untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh atas hak-hak ekonomi dan sosial
justru tersedot untuk memperkaya segelintir individu atau malah lenyap sia-sia akibat

salah urus pengelolaan.3#

3% Human Rights Watch, Well Oiled: Oil and Human Rights in Equatorial Guinea.

31 Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16)
at 49, U.N. Doc. A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, berlaku 3 Januari 1976. Indonesia meratifikasi Kovenan Ekosob pada 2006.
32 UN Committee on Economic, Social, and Cultural Rights (CESCR), “Substantive Issues Arising in the Implementation of the
International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights,” Komentara Umum No. 14 (2000), E/C.12/2000/4, 8
November 2000, para. 14.

33 |bid., para. 52.

34 Lihat ICESCR, pasal 2(1) (“Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara
individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya di bidang ekonomi dan teknis sepanjang
tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini
dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif. (garis miring ditambahkan).
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Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan pesat sejak 2001.35 Kendati begitu,
Indonesia masih tertinggal dari negara-negara lain dalam indikator penting pembangunan.
Pada Indeks Pembangunan Manusia PBB—suatu langkah multidimensi atas pemenuhan
hidup sehat dan berumur panjang, akses pendidikan, dan kondisi kehidupan layak—
Indonesia relatif lambat dari seluruh dunia dalam dekade terakhir. Peringkat Indonesia
dalam Indeks masih di bawah 40 persen dari seluruh negara, di bawah negara-negara

tetangga Asia dan negara berkembang lain.3¢

Data Bank Dunia juga menggambarkan perbedaan antara pelayanan publik dan seluruh
pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang mencatat, “layanan publik masih kurang memadai
dengan standar pendapatan menengah. Indonesia juga buruk dalam sejumlah indikator
terkait infrastruktur dan kesehatan, dan sebagai akibatnya, bisa saja gagal mencapai

beberapa target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs).”37

Satu faktor signifikan kegagalan memenuhi target-target MDGs pada bidang kesehatan
adalah kurangnya akses terhadap dokter di daerah pedesaan. Seorang pejabat
pemerintah, Tono Rustiano, direktur perencanaan pengembangan badan usaha negara PT

Askes, mengakui kurangnya pelayanan kesehatan di pedesaan. la mengatakan,

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu indikator negara berdaulat,
dan kesehatan mencerminkan kesejahteraan. Karena tidak meratanya
dokter, tidak semua orang memiliki akses perawatan kesehatan ... Hanya
ada segelintir dokter umum di daerah terpencil, belum lagi spesialis.
Kebanyakan dokter memilih bekerja di Jawa. Bagaimana penduduk
daerah terpencil akan menikmati akses pelayanan kesehatan bila tak

ada dokter?ss

35 Bang Dunia, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (diakses 27 Mei 2013).

36 UN Development Program (UNDP), “Human Development Report 2013, The Rise of the South: Human Progress in a Diverse
World,” 2013, http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2013/ (diakses 23 April 2013). Menurut perhitungan UNDP 2012,
minimnya akses kesehatan sejauh ini jadi penyumbang terbesar indeks kemiskinan multidimensi di Indonesia.

37 World Bank Group, “Indonesia Overview,” tanpa tanggal, http://www.worldbank.org/en/country/indonesia/overview
(diakses 23 April 2012).

38 “pDoctor Shortage Seen as Hurdle to Health Care Problem,” Jakarta Post, 24 Mei 2013.
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Ketua umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin, berpendapat rendahnya gaji
dokter yang bekerja di pedesaan, yang dia perkirakan hanya sedikit di atas upah minimum,
merupakan salah satu alasan tak meratanya jumlah dokter di Indonesia.3 Menanggapi
keprihatinan ini, Nova Riyanti Yusuf, anggota Komisi IX DPR untuk bidang kesehatan,
mendesak pemerintah daerah meningkatkan pendanaan guna menaikkan standar

minumum bagi gaji dokter.4°

Secara khusus, angka kematian ibu melahirkan yang dilaporkan terbaru di Indonesia
sekira 228 jiwa (per 100.000 kelahiran hidup)—tertinggi di antara negara Asia Tenggara.
Meski beberapa kemajuan telah dibuat guna mengurangi angka kematian ibu melahirkan,
Indonesia masih jauh dari target MDGs, yakni 102 kematian (per 100.000 kelahiran
hidup).4 Para pakar kesehatan mengaitkan angka kematian ibu melahirkan yang tinggi ini
karena kurangnya akses yang terjangkau ke rumahsakit dan perawatan persalinan
darurat.4> Misalnya, sejak laporan 2009, Indonesia belum menaikkan anggaran yang
signifikan untuk kesehatan, hanya 1 persen dari Produk Domestik Bruto, jumlah yang
sama dengan setengah investasi negara-negara tetangga dan sepertiga dari negara-

negara berpenghasilan menengah lain.43

Akibat anggaran rendah ini, daerah pedesaan sangat kurang terlayani dalam hal akses

dokter dan rumahsakit, dengan 65 persen semua dokter berada di Jawa, menaikkan angka

39 |bid.

49 |bid.

41 Indonesia tidak menguraikan angka kematian ibu melahirkan ini secara memadai, tapi para pakar melaporkan faktor
kesenjangan menjadi sumber signifikan mengingat akses fasilitas kesehatan tak sebanding di pedesaan. Bank Dunia,
“‘..and then she died’: Indonesian Maternal Health Assessment,” Februai 2010,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2837 (diakses 23 April 2013); Badan Pusat Statistik, “2007 Indonesia
Demographic and Health Survey (IDHS),” 2007, http://www.measuredhs.com/pubs/pdf/FR218/FR218[27August2010].pdf
(diakses 23 April 2013), hal.216; BAPPENAS, “Report on the Achievements of Millenium Development Goals, 2011,” 2012,
http://www.undp.or.id/pubs/docs/Report%200n%20othe%20Achievement%200f%20the%20MDGs%20in%20Indonesia%2
02011.pdf (diakses 23 April 2013) hal. 55;

42 Bank Dunia, ““...and then she died’”: Indonesian Maternal Health Assessment,” Februari 2010,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2837 (diakses 23 April 2013); Bank Dunia, “Spending for
Development: Making the Most of Indonesia's New Opportunities,” 2008,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6347; Bank Dunia, “Investing in Indonesia’s Health: Challenges and
Opportunities for Future Public Spending, Health Public Expenditure Review 2008,” Juni 2008,
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-
Publications/HPEREnglishFinal.pdf (diakses 23 April 2013).

43 Bank Dunia, “World Development Indicators 2011,” 2011, http://data.worldbank.org (diakses 20 Januari 2013).
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kematian ibu melahirkan di kalangan perempuan pedesaan.4 Anak-anak juga terkena
risiko. Data pemerintah terbaru menunjukkan angka kematian bayi nasional sekira 34 jiwa

per1.000 kelahiran, jauh lebih tinggi dari target MDGs, 23 per 1.000 kelahiran.4s

Faktor-faktor penentu penting lain dari kesehatan dan menyumbang kondisi hidup layak
tak cukup diatasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Misalnya, data pemerintah yang
dilaporkan pada 2011, hanya 43 persen penduduk yang memiliki akses berkelanjutan atas
sumber air “yang lebih baik”, jauh dari target MDGs sebesar 68,87 persen.4¢ Faktanya,
persentase penduduk kota atas akses sumber-sumber air yang lebih baik menurun dari 51
persen pada 1993 menjadi 41 persen pada 2010. Begitupula hanya 39 persen
rumahtangga pedesaan memiliki akses sanitasi yang lebih baik, sangat rendah dari target

MDGs sebesar 56 persen.47

Kerugian skala besar yang tiada gunanya dari korupsi dan salah urus manajemen dalam
sektor sumberdaya alam yang menggiurkan ini telah menyusutkan kesempatan
pembiayaan untuk mengurangi kemiskinan dan mewujudkan secara penuh hak-hak sosial,
ekonomi, dan budaya. Bila lebih dari US$2 milyar pendapatan yang hilang dalam sektor
kehutanan Indonesia pada 2011 dikumpulkan, nilai itu bisa duakali lipat anggaran
kesehatan nasional pada tahun yang sama, yang tentu saja sangat bermanfaat bagi
kesejahteraan publik. Dana yang betul-betul dibutuhkan untuk layanan publik mendasar
itu dapat membantu Indonesia memenuhi target-target MDGs, bukannya lenyap untuk

perusahaan-perusahaan pembalakan liar dan para pejabat korup.

Uang semata, tentu saja, takkan memperbaiki indikator kesehatan tanpa reformasi kebijakan
guna menjamin investasi kesehatan itu melayani kebutuhan masyarakat miskin, terutama

pada perempuan pedesaan yang paling terpengaruh akibat kurangnya layanan kesehatan.4®

44 Bank Dunia, ““...and then she died’: Indonesian Maternal Health Assessment,” Februari 2010,
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2837 (diakses 23 April 2013).

45 BAPPENAS, “Report on the Achievements of Millennium Development Goals, 2011,” 2012,
http://www.undp.or.id/pubs/docs/Report%200n%20othe%20Achievement%200f%20the%20MDGs%20in%20Indonesia%2
02011.pdf (diakses 23 April 2013) hal. 47.

46 BAPPENAS, “Report on the Achievements of Millennium Development Goals, 2011,” 2012,
http://www.undp.or.id/pubs/docs/Report%200n%20othe%20Achievement%200f%20the%20MDGs%20in%20Indonesia%2
02011.pdf (diakses 23 April 2013) hal. 12.

47 |bid., hal 12.

48 Bank Dunia, ““...and then she died’: Indonesian Maternal Health Assessment,” 2010,
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Mengingat masalah yang besar terletak pada tatakelola pemerintahan yang lemah di
Indonesia, kurangnya akuntabilitas, inefisiensi, dan anggaran belanja regresif,
kemungkinannya juga menghambat dampak pendanaan yang besar pada semua

indikator kesehatan .49

Masyarakat miskin pedesaan menanggung beban hilangnya lahan hutan negara untuk
ekspansi perkebunan. Data mengenai kesejahteraan manusia ini menunjukkan masyarakat
miskin pedesaan Indonesia belum juga secara layak mendapatkan keuntungan dari hutan
mereka—sangatlah sulit memenuhi visi “kemakmuran rakyat” dan “pertumbuhan inklusif

“yang acapkali digembar-gemborkan pemerintah sebagai prioritas utama.s°

Transparansi dan Pengawasan Pemerintah

Kemampuan warga negara untuk mendesak pertanggungjawaban pemerintah tergantung
seberapa besar akses mereka terhadap informasi yang relevan mengenai penggunaan

sumberdaya publik.

Kegagalan pemerintah Indonesia untuk menyediakan informasi yang memadai tentang
penggunaan dana publik melemahkan kemampuan warga sipil untuk menikmati hak
mereka atas informasi, sebagaimana dijamin Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR),
yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat;
hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan
pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau

dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.5*

Menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, yang berwenang menginterpretasikan ICCPR,

dalam komentar umumnya tentang hak atas kebebasan berekspresi:

49 Bank Dunia, “Investing in Indonesia’s Health: Challenges and Opportunities for Future Public Spending, Health Public
Expenditure Review 2008,” Juni 2008,
http://siteresources.worldbank.org/HEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/Resources/Peer-Reviewed-
Publications/HPEREnglishFinal.pdf (diakses 23 April 2013).

50 “pidato pelantikan SBY,” Jakarta Globe, 20 Oktober 2009, http://www.thejakartaglobe.com/home/sbys-inaugural-
speech-the-text/336551 (diakses 23 April 2013).

51 |nternational Covenant on Civil and Political Rights (2006), G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N.
Doc. A/6316 1966), 999 U.N.T.S. 171, berlaku 23 Maret 1976, pasal 19(2. Indonesia meratifikasi ICCPR pada 2006.
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Untuk memberi pengaruh terkait hak atas akses informasi, Negara-Negara
Pihak perlu proaktif menempatkan informasi Pemerintah yang menjadi
kepentingan publik dalam domain publik. Negara-Negara Pihak harus
membuat setiap usaha guna memastikan akses yang mudah, cepat, efektif
dan praktis terkait informasi tersebut. Negara-Negara Pihak juga mesti
menerapkan prosedur yang diperlukan, di mana seseorang mampu
memperoleh akses atas informasi, misalnya dengan jalan undang-undang
kebebasan informasi .... Pihak berwenang harus memberi alasan untuk
setiap penolakan menyediakan akses atas informasi. Pengaturannya harus
ditempatkan bisa dimohonkan atas informasi yang menolak disediakan itu

bilamana gagal menanggapi permintaan.s?

Kurangnya akses atas informasi publik yang berkali-kali terjadi merupakan faktor
signifikan yang memengaruhi tatakelola pemerintahan dalam sektor kehutanan Indonesia.
Misalnya, tiada informasi yang tersedia secara publik mengenai perihal berikut ini:
informasi terkait lokasi konsesi kehutanan individual, perubahan zona penggunaan lahan,
dan persaingan konsesi pertambangan dan pertanian; data dari operasi kehutanan
individual mengenai produksi dan penggunaan kayu tahunan; dan jumlah pendapatan.
Kurangnya transparansi jadi penghalang mendasar bagi pengawasan warga sipil dan
memicu pelanggaran seperti perampasan lahan dan kekerasan yang menyertainya, serta

merusak langkah-langkah anti-korupsi dan pengelolaan hutan Indonesia.

Indonesia telah mengantisipasi persoalan itu lewat Undang-Undang Keterbukaan
Informasi Publik yang disahkan pada 2008 dan mulai berlaku pada 2010. Sementara yang
harus dikembangkan adanya pergeseran yang signifikan terhadap keterbukaan
pemerintah, penilaian pada 2012 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dan lembaga-lembaga
nonpemerintah Indonesia menemukan lembaga-lembaga negara selalu gagal mengetahui
atau lambat merespons permintaan informasi, dan dalam banyak kasus menolak

permintaan dengan cara sewenang-wenang dan kemungkinan melawan hukum.53

52 Komite HAM PBB, Komentar Umum No. 34: Pasal 19: Kebebasan menyampaikan pendapat,12 September 2011,
CCPR/C/GC/34, art. 19.

53 Kristian Erdianto et al., “/Implementation of the Right to Information: An Assessment of Three Indonesian Public
Authorities,” Center for Law and Democracy (CLD) dan Yayasan 28, 2012, http://www.law-democracy.org/wp-
content/uploads/2010/07/Buku-UU-KIP-eng.pdf (diakses 23 April 2013). Lihat juga kajian gabungan CLD dan AJl dalam
menguji implementasi undang-undang kebebasan informasi. Dari total 224 permintaan hanya dipenuhi 104, yaitu 46 persen.
CLD, “Indonesia: Large RTI Requesting Exercise Leads to Key Recommendations,” April 10, 2012, http://www.law-
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Beberapa masalah ini disebabkan kurangnya kemampuan, tapi laporan KIP dan LSM
menduga kurangnya respons juga lantaran kurangnya kemauan. Misalnya, dalam
sambutan umum pada suatu konferensi mengenai tantangan kebebasan informasi, wakil
dari Mabes Polri menyatakan secara khusus bahwa “budaya” rahasia di kalangan pejabat

polisi menjadi hambatan yang signifikan untuk menerapkan undang-undang ini.s

KIP, didirikan berdasar mandat UU Keterbukaan Informasi, merupakan badan hukum
pemerintah yang diamanatkan mengawasi perselisihan terkait permintaan informasi.
Namun ia tak memiliki otoritas penegakan. Saat menangani pengaduan, KIP biasanya
mendukung dibukanya suatu informasi tapi rekomendasinya sering diabaikan.ss Tiada

metode memaksa dibukanya informasi itu sekalipun KIP sudah memerintahkannya.

Selain masalah penegakan, undang-undang ini memuat pasal-pasal yang didefinisikan
secara sumir mengenai hukuman pidana bagi mereka yang menggunakan informasi publik
“secara melawan hukum”.5¢ Undang-undang ini tak mengecualikan mereka yang
membocorkan informasi untuk kepentingan publik, misalnya terkait pelanggaran hak
asasi manusia atau korupsi. Sanksi mencakup hingga satu tahun penjara dan bisa
berdampak buruk pada organisasi masyarakat sipil, wartawan, dan blogger yang berusaha

menyelidiki dan mempublikasikan praktik kesewenang-wenangan pemerintah.5

democracy.org/live/indonesia-large-rti-requesting-exercise-leads-to-key-recommendations (diakses 23 April 2013). Lihat
juga kajian KontraS 2011 tentang 68 kantor polisi di 10 kabupaten termasuk Mabes Polri, yang mendapati 68 persen
permintaan tidak ditanggapi.. Bahkan untuk informasi yang seharusnya proaktif dibikin mudah diakses (misalnya updating
situweb atau laporan ), 54 percent dari permintaan itu tak diakui. Kontras, “Laporan Pemantauan Keterbukaan Informasi
Publik - POLRI 2011,” 2011,

54 Jenderal Saud Nasution, Kepala Humas Mabes Polri, “Celebrating two years of freedom of information: reflections and
challenges ahead,” Konferensi yang diselenggarakan CLD dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 5 Maret
2012, Jakarta.

55 Lemahnya penegakan ini terjadi bahkan ketika ada pengaduan lebih lanjut yang diajukan ke pengadilan, sebagaimana
kasus dalam gugatan Pattiro Institute di mana MA memerintahkan Kementerian ESDM membuka dokumen-dokumen yang
diminta terkait keuntungan pendapatan dari blok minyak Cepu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun saja, putusan itu tak
pernah dijalankan. Lihat wawancara Human Rights Watch dengan Lembaga Pattiro, staf dari Unit Kerja Presiden untuk
bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Inisiatif Transparansi Industri Ekstratrif Indonesia (IEITI),
Jakarta, Februari-Maret 2012. Lihat juga contoh serupa dari perintah KIP yang diabaikan Kepolisian Indonesia dan
Kementerian Pendidikan, Kristian Erdianto et al., “Implementation of the Right to Information: An Assessment of Three
Indonesian Public Authorities,” Yayasan 28, 2012, hal. 13-14.

56 Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, psl 51.

57 |bid.
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Kemunduran lain yang mengkhawatirkan adalah suatu keputusan 2010 oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menghapus semua audit penerimaan negara dari
situsweb mereka. Ini pukulan telak terhadap pengawasan sektor hutan di mana audit itu

menampilkan secara teratur perolehan pajak hutan yang melenceng.s8

Pukulan tambahan terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah disahkannya UU Intelijen
Negara yang kontroversial pada Oktober 2011.59 Berbeda dengan UU Keterbukaan Informasi
Publik, yang menganggap informasi dapat diungkapkan kecuali bila terbukti berbahaya, UU
Intelijen Negara mengkategorikan secara luas dan sumir semua informasi yang bersifat
“intelijen negara” tak boleh dibuka. Kategori ini merentang luas termasuk informasi yang
“merugikan ketahanan ekonomi nasional” dan yang dianggap “mengungkapkan kekayaan
alam Indonesia.”¢° Tak jelasnya dan luasnya cakupan dari undang-undang ini, serta
inkonsisten dengan UU Keterbukaan Informasi, menciptakan ambiguitas yang mendukung
kerahasiaan pemerintah. ¢ Selain itu, UU ini mempidanakan pengungkap informasi terhadap
“setiap orang” yang dapat diancam maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp 500
juta, tanpa mengecualikan informasi yang berdimensi kepentingan publik seperti informasi
pelanggaran hak asasi manusia atau korupsi.é2 Pasal itu dengan kata lain dapat dipakai
untuk menuntut para wartawan dan aktivis hak asasi manusia serta aktivis lingkungan yang

mempublikasikan informasi mengenai pelanggaran-pelanggaran pemerintah.63

Serangan Balasan terhadap Kritik Masyarakat Sipil

Paralel dengan pemerintah Indonesia yang gagal memenuhi persyaratan transparansi, ia
juga menciptakan peluang-peluang aturan hukum baru guna membungkam para aktivis,
pengkritik dan mereka yang berupaya mengawasi praktik-praktik pemerintah dan

perusahaan dalam sektor hutan.

58 Ada banyak audit BPK yang mengecam, termasuk menguakkan analisis pajak tak lengkap, sera salah alokasi pendapatan
pajak. Lihat Human Rights Watch, “Dana Liar”, hal. 30, untuk contoh aduit BPK yang menguak pajak kehutanan di
Kalimantan Barat.

59 Undang-Undang 7/2011 tentang Intelijen Negara, http://ngada.org/uuz-2011.htm (diakses 25 April 2013).
69 |hid. Pasal 25.2, 3.

61 «“|ndonesia: Repeal New Intelligence Law,” Human Rights Watch news release, 26 Oktober 2011,
http://www.hrw.org/news/2011/10/26/indonesia-repeal-new-intelligence-law.

62 |hid. Pasal 44.

63 “Indonesia: Repeal New Intelligence Law,” Human Rights Watch news release, October 26, 2011,
http://www.hrw.org/news/2011/10/26/indonesia-repeal-new-intelligence-law.
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Terutama, selain pasal-pasal pecemaran nama baik yang sekian lama mempidanakan
kritik masyarakat sipil, ¢ Dewan Perwakilan Rakyat yang tentu saja mendapat pengesahan
dari lembaga eksekutif, tengah berusaha menambah amunisi baru lewat suatu undang-
undang yang menjadikan lembaga-lembaga nonpemerintah sebagai sasaran. Bab ini

menguraikan langkah-langkah baru itu dan dampaknya atas hak asasi manusia.

Sebagian besar lembaga-lembaga nonpemerintah merasa segan mengecam keras para
pejabat pemerintah atau perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang punya
kuasa kuat lantaran cemas menuai serangan balasan dalam bentuk gugatan hukum
maupun, sebagaimana akan dijelaskan, intimidasi oleh centeng perusahaan yang
bertindak sebagai milisi bayaran.és Situasi balas dendam terhadap kritik masyarakat sipil
menggambarkan ancaman serius, tak cuma bagi pertanggungjawaban pemerintah, tapi
juga terhadap kebebasan berekspresi secara luas. Satu contoh sahih—yang diuraikan
dalam boks—merupakan aksi balasan terhadap organisasi lingkungan Greenpeace

lantaran mereka mengawasi sektor kehutanan Indonesia.

Kritik Dihantam Keras: Greenpeace Indonesia

Bermula pada 2009, organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia® mulai kampanye
global melawan Sinar Mas, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia, karena
dampak negatifnya atas habitat orangutan dan hutan-hutan Indonesia dari operasi

perkebunan kelapa sawit dan bubur kayu Sinar Mas.¢7 Setelah itu sejumlah pembeli

64 Human Rights Watch, Kritik Menuai Pidana: Konsekuensi HAM dari Pasal-pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia, 4
Mei 2010, http://www.hrw.org/reports/2010/05/04/turning-critics-criminals-o.

65 Wawancara Human Rights Watch, Jakarta, Maret 2012.

66 Menurut Greenpeace Internasional, “Greenpeace sebuah organisasi lingkungan hidup global, terbentuk dari Greenpeace
Internasional (Dewan Greenpeace Stichting) di Amsterdam, dan ada 28 kantor di negara-negara dan kawasan-kawasan seluruh
dunia yang mengurusi cabangnya di lebih dari 40 negara. Kantor-kantor nasional/regional ini bekerja tak terikat dalam
menjalankan strategi kampaye global dalam situasi daerah tempat mereka beroperasi, dan dalam pengupayaan dukungan dana
dari para penyumbang untuk mendanai pekerjaan ini.” Greenpeace International, “Greenpeace structure and organization,” 15
April 2011, http://www.greenpeace.org/international/en/about/how-is-greenpeace-structured (diakses April 7 2013). Para
pemimpin Greenpeace Indonesia adalah warga negara Indonesia sebagaimana juga sebagian besar stafnya.

67 Kampanye berfokus pada peningkatan tekanan publik terhadap para pembeli produk-produk Sinar Mas dan menyoroti
dampak perkebunan bagi produksi minyak sawit dan bubur kayu terhadap habitat orangutan di hutan-hutan. Salah satu
iklan lelucon yang menggugah secara khas mempertunjukkan seorang pegawai kantor yang kesal beristirahat dengan
maksud menggigit batang cokelat KitKat, yang ternyata sepotong jari tangan orangutan yang berdarah,
http://www.greenpeace.org.uk/blog/forests/kit-kat-give-orang-utan-break-20100317 (diakses 23 Mei 2013).
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utama menangguhkan atau membatalkan kontrak-kontrak senilai milyaran dollar

dengan Sinar Mas. 68

Merespons kampanye ini, sejumlah kelompok Islamis militan di Indonesia mulai
mengecam bahwa Greenpeace itu haram.s Dimulai pada Juli 2011, sekira 100 anggota
Forum Betawi Rempug (FBR), kelompok yang namanya merujuk kelompok etnis Betawi
di tengah kota Jakarta tapi seringkali terlibat kekerasan bernuansa preman dan
rebutan lahan, membikin keributan dengan memblokir kantor Greenpeace. Tak lama
setelahnya, Front Pembela Islam (FPI)—rival FBR—menyerukan agar Greenpeace
hengkang dari Indonesia karena tuduhan haram dan melakukan kegiatan “ilegal.”7°
Tuduhan demi tuduhan ini bergema dalam suatu demonstrasi 2012 oleh kelompok
Islamis lain, di mana para pemukanya mendesak massa menghadang dan
menangkap seorang anggota staf asing Greenpeace dengan menyebutkan namanya.”
Pada 1 November 2012, suatu aksi mahasiswa menghadirkan pembicara yang
dikabarkan menyampaikan ancaman, termasuk kalimat “lain kali kami akan

melemparkan mayat mereka yang bekerja untuk Greenpeace ke luar pagar.”7?

Sewaktu demonstrasi berlangsung, para pejabat imigrasi mulai mencari-cari hubungan

68 |ihat “Nestle Drops Indonesia’s Sinar Mas As Palm Qil Supplier,” Palm Oil HQ Pty Ltd, 18 Maret 2010
www.palmoilhg.com/PalmOilNews/nestle-drops-indonesias-sinar-mas-as-palm-oil-supplier/ (diakses 23 April 2013);

“Burger King Drops Palm Qil Company,” AFP, 20 September 2010, http://www.mnn.com/earth-matters/wilderness-
resources/stories/burger-king-drops-palm-oil-company (diakses 23 April 2013); “Carrefour and Kraft Add To Sinar Mas
Group’s Woes,” AFP, Reuters & Jakarta Globe, 6 Juli 2010, www.thejakartaglobe.com/business/carrefour-and-kraft-add-to-
sinar-mas-groups-woes/384511 (diakses 23 April 2013); Unilever PLC, “Unilever takes stance against deforestation,” 2009,
www.unilever.com/mediacentre/pressreleases/2009/Unilevertakesstanceagainstdeforestation.aspx (diakses 23 April 2013);
Unilever PLC, “Working with Suppliers,” tanpa tanggal, www.unilever.com/sustainable-
living/sustainablesourcing/palmoil/suppliers/index.aspx (diakses 23 April 2013).

69 Tuduhan demi tuduhan diambil hampir sepenuhnya dari dua buku, Revealing Greenpeace’s Lies, dan 1001 Reasons
Greenpeace is Haram. Lihat S. Hidayatullah, Revealing Greenpeace’s Lies, (Jakarta: Yayasan Silaturahmi Wartawan Otonomi,,
2011); S. Hidayatullah, 1001 Reasons Greenpeace is Haram,(Jakarta: Yayasan Silaturahmi Wartawan Otonomi, 2010). Buku-buku
ini, yang diluncurkan dengan konferensi pers dihadiri para politisi, menyatakan Greenpeace melanggar hukum Islam dengan
menerima dana dari yayasan di Belanda yang berasal dari lotere, dianggap bentuk perjudian dan karena itu dianggap haram.
Buku-buku ini juga menuduh Greenpeace sebuah “organisasi asing” yang melancarkan “kampanye hitam” melawan bisnis
warga Indonesia dengan memperdagangkan para pesaing perusahaan beserta kepentingan ekonomi dan politik asing.

79 “FpP| adds Voice to Threats against Greenpeace,” Jakarta Globe, 3 Agustus 2011,
http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/fpi-add-voice-to-threats-against-greenpeace/456867 (diakses 23 April 2013).

71 Wawancara Human Rights Watch dengan Greenpeace, Jakarta, 9 Februari 2013.
72 |bid.
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internasional dan kegiatan “meresahkan” Greenpeace. Pada Oktober 2011, para pejabat
imigrasi menolak direktur Greenpeace cabang Inggris, John Sauven, ke Indonesia bahkan
sekalipun ia sudah memiliki visa bisnis yang valid dari kedutaan besar Indonesia di
London. la menghubungi Kedubes sebelum ia berangkat karena ada pemberitaan online
yang melaporkan visanya ditolak, dan pejabat kedutaan besar menyatakan ia tak dicekal
sama sekali. Beberapa hari kemudian, para pejabat imigrasi berusaha memulangkan
seorang anggota staf Greenpeace Inggris lain, Andy Tait. Tait telah berada di Indonesia
dan mengantongi visa bisnis, mendatangi daerah Sumatra yang terpapar pembukaan
perkebunan bubur kayu oleh para pemasok untuk perusahaan penggilingan Sinar Mas
Asia Pulp & Paper. Tait disodorkan surat perintah deportasi tapi menolak karena surat itu
tak dibubuhi stempel kantor imigrasi, dan mencantumkan nama, tanggal lahir serta
nomor pasport yang keliru. Tapi, beberapa hari berikutnya, saat menunggu di garis
antrian imigrasi bandara untuk meninggalkan Indonesia, Tait dicegat, diinterograsi oleh

pejabat imigrasi dan secara resmi dideportasi.’

Pada November 2011, pemerintahan kota Jakarta menyerahkan surat pengusiran pada
Greenpeace dan mengancam menyegel pintu kantor dengan alasan melanggar aturan
zonasi yang melarang pemanfaatan bangunan sebagai kegiatan komersial di sekitar
Kemang, Jakarta Selatan. Greenpeace mengakui daerah sekitarnya ditetapkan
sebagai kawasan hunian, tapi juga menegaskan seluruh lingkungan itu jadi pusat
niaga yang pesat dengan gedung-gedung perkantoran, restoran, toko, salon, bengkel,

klinik dan apotik.74

Pada saat laporan ini ditulis, ketegangan antara Greenpeace dan Asia Pulp & Paper
telah mendingin dan tekanan dari pemerintahan Indonesia juga mereda. Pada Februari
2013, Asia Pulp & Paper mengumumkan komitmen sosial dan lingkungannya yang
ambisius untuk mengakhiri penggundulan hutan dan menyelesaikan konflik lahan
dengan masyarakat-masyarakat di seluruh operasi perkebunan saat ini dan yang akan

datang.?s Greenpeace Indonesia muncul di atas panggung sepanjang pengumuman itu

73 Wawancara Human Rights Watch dengan Greenpeace, Jakarta, 1 dan 12 Maret 2012.

74 Ibid.

75 “Asia Pulp and Paper Commits to Immediate Halt to Forest Clearance,” Siaran Pers, 5 Februari 2013,
http://www.asiapulppaper.com/news-media/press-releases/asia-pulp-paper-group-app-commits-immediate-halt-all-
natural-forest (diakses 17 Juni 2013).
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dan secara terbuka memuji para pemimpin perusahaan APP serta mengambil peran
aktif dalam mengawasi komitmen baru itu. Sejak perjanjian ini, staf keamanan
Greenpeace melaporkan tak ada lagi aksi-aksi lebih lanjut terhadap Greenpeace.?¢ Pada
kenyataannya, kapal Greenpeace The Rainbow Warrior, yang dilarang memasuki
perairan Indonesia pada 2010, menjalankan kampanye keliling di Indonesia pada Juni
2013. Presiden Yudhoyono hadir mengunjungi kapal tersebut saat mendarat di Jakarta,
dan berkata, “Saya mengundang Greenpeace bermitra dengan Indonesia dengan tujuan

memberikan kritik dan memperbaiki kami jika ada hal-hal yang belum benar.”77

Pada pertengahan 2011, pemerintah Indonesia pun merevisi UU Organisasi
Kemasyarakatan,”® yang sebelumnya berlaku pada era pemerintahan Suharto sebagai
perangkat mengendalikan dan sewaktu-waktu membubarkan LSM, terutama organisasi-

organisasi sipil yang dianggap menjelek-jelekkan pemerintah.79

Beberapa legislator dan anggota pemerintahan sekarang berpendapat kontrol itu masih
diperlukan dalam rangka dan memperkuat “mengendalikan” organisasi-organisasi luar
negeri dan mereka yang dianggap mempromosikan agenda luarnegeri karena faktor
pendanaan internasional dan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan bisnis Indonesia.
Wakil Ketua DPR Anis Matta dari Partai Keadilan Sejahtera setuju mengevaluasi LSM-LSM
yang didanai luarnegeri, berkata, “Kita perlu mengawasi (LSM-LSM) sebagai bagian upaya
mempertahankan kedaulatan negara.”® Pada 8 Oktober 2011, Menteri Dalam Negeri
berkata akan memprioritaskan evaluasi kehadiran Greenpeace. Pada 21 Desember 2011,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan di depan umum agar LSM-LSM luar
negeri “menjauhi” urusan dalam negeri dan secara khusus minta LSM-LSM lingkungan
untuk tidak “memecah-belah negara” dengan mengecam kebijakan-kebijakan perkebunan
minyak sawit dan hutan pemerintah, yang menurutnya menyediakan lapangan kerja dan

pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan.8 Sebagian besar LSM Indonesia yang

76 Ibid.
77 “Environmental NGOs Are Friends, Not Foes: SBY,” Jakarta Globe, 10 Juni 2013.
78 Ju Ormas No. 8 of 1985, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_1985.htm (diakses 25 April 2013).

79 “Indonesia: Repeal New Intelligence Law,” Human Rights Watch news release, October 26, 2011,
http://www.hrw.org/news/2011/10/26/indonesia-repeal-new-intelligence-law.

80 «Govt to get tough on ‘untransparent’ foreign-funded NGOs,” Jakarta Post, 10 September 2011.

81 «5RY tells foreign NGOs: ‘back off domestic affairs,”” Jakarta Post, 12 December 2011.
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diwawancarai oleh Human Rights Watch mengungkapkan pandangan itu diarahkan untuk
kasus terkemuka Greenpeace yang dimaksudkan sebagai ancaman kepada semua pihak

bila sewaktu-waktu melancarkan kritik.

RUU Ormas memuat sejumlah pasal yang problematis. Pasal-pasal ini termasuk
persyaratan bahwa LSM “harus bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara,”®> dan
“dilarang mengganggu stabilitas dan keutuhan” negara atau “mengganggu hubungan
diplomatik.”8 RUU menjelaskan sanksi bagi kegiatan-kegiatan macam itu termasuk
dengan membubarkan organisasi.8

Sementara RUU kontroversial ini dengan hangat diperdebatkan di parlemen, Kementerian
Dalam Negeri mengeluarkan peraturannya sendiri yang membabi-buta, mengizinkan tak
hanya menteri tapi juga gubernur, bupati dan para walikota untuk mencabut izin LSM

dengan alasan “mengganggu stabilitas dan keutuhan.”8s

Sementara itu, UU Intelijen Negara Indonesia mengizinkan tindakan lebih jauh dengan
menjamin wewenang Badan Intelijen Negara (BIN) terlibat dalam upaya “mencegah
dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang
merugikan kepentingan dan keamanan nasional.”®¢ Upaya BIN ini termasuk melakukan
penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap kegiatan yang
mengancam kepentingan dan keamanan nasional, termasuk pangan, energi, sumberdaya
alam, atau lingkungan hidup.®” Definisi “ancaman” ini sangatlah luas meliputi setiap
kegiatan dari dalam negeri maupun luar negeri yang “dinilai dapat membahayakan
keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik,
ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.”8 Apa yang disebut “Pihak
Lawan” sebagai “pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan,

kegiatan, serta tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.”8?

82 RUU ORMAS, pasal 5(f).

83 bid., pasal 41 (b) dan (e).

84 |bid., pasal 52.7.

85 peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 33/ 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara”), psl. 6.
87bid., psl.31.a.
88 |pid., psl. 1.4.
89 |bid., psl. 1.8.
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Semua definisi yang mengandung perangkap ini atas wewenang yang amat luas itu
menggemakan kembali terhadap sesuatu yang sudah dikenal dari taktik semena-mena
pemerintahan Orde Baru yang dipakai untuk memata-matai, menganiaya dan

memenjarakan mahasiswa, oposisi dan aktivis hak asasi manusia.s

Negara punya mandat untuk menjamin semua kegiatan lembaga nonpemerintah tak
membahayakan keselamatan publik, tunduk pada hukum, dan pendanaan mereka dari
sumber-sumber legal. Namun, sebagaimana dijamin hukum internasional, tiap pembatasan
hak-hak kebebasan berpendapat dan berserikat itu haruslah proporsional, yang jadi
investasi mahapenting bagi masyarakat demokratis, dan meraih tujuan yang masuk akal.
Aturan-aturan yang sangat membatasi kegiatan atau pendanaan organisasi sipil, secara
eksplisit maupun melalui eufemisme yang begitu luas, hanya karena organisasi itu
melakukan pengawasan atau membeberkan buruknya tatakelola pemerintahan, merupakan

intervensi sewenang-wenang terhadap kebebasan berpendapat dan berserikat.s

Sengketa Kepemilikan Lahan, Kehilangan Matapencaharian, dan Kekerasan

Meningkatnya permintaan sektor perkebunan untuk lahan dan lemahnya pengakuan hak
tanah lokal telah menyebabkan konflik agraria meluas di Indonesia. Sementara konflik-
konflik itu begitu lama menyertai operasi hutan industri dan pertanian di negeri ini,
mereka juga meningkat dalam jumlah dan membebani kadar lingkungan.?2 Penyumbang
utama dari ketegangan itu: tumpang-tindih klaim antara perusahaan perkebunan dan
masyarakat lokal, lemahnya penegakan atas perjanjian kompensasi perusahaan dengan

masyarakat, dan tindakan kejam mandor perkebunan, personil polisi dan militer.

99 “Indonesia: Repeal New Intelligence Law,” siaran persn Human Rights Watch, 26 Oktober 2011.

91 Lihat, misalnya, Komite HAM, Komentar Umum No. 34 mengenai pasal 19, Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, 12
September 2011, CCPR/C/GC/34, alinea 22 (pembatasan harus 'ditetapkan oleh undang-undang'; hanya bisa dikenakan atas
salah satu dasar yang dijabarkan dalam pasal 19(3) ICCPR; dan harus selaras dengan evaluasi tingkat keperluan dan proporsional)

92 Konsortium Pembaruan Agraria (KPA), “Tahun Perampasa Tanah dan Kekerasan terhadap Rakyat: Laporan Akhir Tahun
2011”), Desember 2011, http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/12/Laporan-Akhir-Tahun-KPA-Tahun-2011_Release-
27-Desember-2011.pdf (diakses 30 Juni 2011); Catatan Konflik Sumber Daya Alam di Riau Sepanjang Tahun 2011,
http://scaleup.or.id/publikasi-akhirthn/Catatan%20KONFLIK%20SDA%202011.pdf (diakses 30 Juni 2013).

93 Proogram Hutan Rakyat, HuMa, Sawit Watch, “Pelanggaran HAM dan konflik tanah dalam konsesi PT Asiatic Persada di
Jambi: Laporan investigasi independen terhadap sengketa lahan dan penggusuran paksa di perkebunan sawit skala besar,”
18 November 2011, http://www.forestpeoples.org/topics/palm-oil-rspo/publication/2011/human-rights-abuses-and-land-
conflicts-pt-asiatic-persada-conc (diakses 23 April 2013); Ahmad Zazali, Agrarian Conflict and the Importance of Tenure
Reform in Indonesia, (Pekanbaru: Scale Up, 2012).
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Sebagian besar rebutan klaim atas lahan dan sumberdaya alam lantaran kegagalan
lembaga-lembaga dan otoritas pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam
mengkoordinasikan kebijakan dan tindakan yang memadai untuk menjamin suatu lahan itu
terbebas dari klaim lain sebelum menerbitkan konsesi.? Kacau-balau hukum dan lemahnya
penegakan telah mendorong melebarnya kesempatan perusahaan-perusahaan untuk
menafsirkan persyaratan secara longgar dan bahkan bertindak buruk terkait kesepakatan
dengan masyarakat-masyarakat lokal.”s Seketika ada kesepakatan antara perusahaan dan
masyarakat, seringkali pula muncul pelanggaran tanpa hukuman, dan amarah yang
memuncak dari hilangnya lahan serta kurang atau tiadanya kompensasi memicu kekerasan

antara masyarakat dan perusahaan, yang akan kami uraikan dalam laporan ini.

Jumlah persis sengketa macam ini sukar dihitung, tapi taksiran kasar semata
menunjukkan sengketa itu tersebar luas.?® Kantor kepresidenan Yudhoyono kepada pers
menyatakan bahwa mereka menerima laporan terdapat 8.495 konflik agraria pada 2012
saja, di mana 2.002 “kemungkinan meledak menjadi kekerasan.”97Di Sumatra khususnya,
tempat mayoritas perkebunan-perkebunan pulp dan kelapa sawit berlokasi, sengketa
lahan berulangkali berbuntut kekerasan.?® Salah satu penyebab lazim adalah pengusiran
paksa penduduk oleh aparat keamanan dan perusakan rumah, ladang, dan barang milik
mereka oleh centeng perusahaan yang dibekingi atau dibiarkan oleh aparat polisi. Titik
balik lain saat para penduduk, yang frustasi karena kurangnya pemenuhan dari
kesepakatan kompensasi, merespons dengan memanen kelapa sawit dan kayu dari

pohon-pohon yang ditanam perusahaan, atau mereka memblokir, maupun menduduki

94 Wawancara Human Rights Watch dengan Andiko, direktur HuMa, Jakarta, 7 Maret 2012; lihat juga Forest Peoples Programme,
HuMa, Sawit Watch, “Pelanggaran HAM dan konflik tanah dalam konsesi PT Asiatic Persada di Jambi: Laporan investigasi
independen terhadap sengketa lahan dan penggusuran paksa di perkebunan sawit skala besar,” November 2011; Ahmad Zazali,
Konflik Agraria dan Pentingnya Reformasi Tenure Reform di Indonesia, (Pekanbaru: Scale Up, 2012); Martua Sirait, Masyarakat
Pribumi dan Perluasan Sawit di Kalimantan Barat, (The Hague: Cordaid. May 2009); Fidelis E. Satriastanti, “Villagers and Pulp Firm
Face off Over Padang Island,” Jakarta Post, 19 Januari 2012, http://www.thejakartaglobe.com/nvironment/indonesian-villagers-
and-pulp-firm-face-off-over-padang-island/492195 (diakses 23 April 2013).

95 Wawancara Human Rights Watch dengan Iwan Nurdin, wakil direktur KPA, Jakarta, 8 Maret 2012; Mukri Priatna, Direktur
Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta, 9 Maret 2012. Lihat juga Human Rights Watch, Without
Remedy: Human Rights Abuses and Indonesia’s Pulp and Paper Industry, vol. 15, no. 1(C), Januari 2003
http://www.hrw.org/reports/2003/indono103/.

96 Beberapa LSM melapoorkan bahwa mereka mendokumentasikan ratusan konflik SDA di Indonesia kawasan Barat pada
2011. KPA, Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan terhadap Rakyat: Laporan Akhir Tahun 2011”; “Catatan Konflik Sumber
Daya Alam di Riau SepanjangTahun 2011”.

97 “South Sumatra Shooting Puts Government in Cross Hairs,” Jakarta Globe, 30 Juli 2012.

98 Misalnya, sejak 2000, rerata 77 persen perkebunan kayu Indonesia berada di Sumatra, menurut Laporan Tahunan
Kemenhut 1997-2011.
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kembali lahan konsesi, dan lantas mereka menghadapi serangan balasan atau aksi-aksi

brutal oleh petugas keamanan perusahaan atau aparat negara.

Tiga kasus utama dari konflik lahan ini, diringkas di bawah, menggambarkan bagaimana
kegagalan tatakelola pemerintahan dan akuntabilitas dalam sektor perkebunan dapat
menambah masalah, membiarkan sengketa itu memburuk hingga meledak kekerasan.
Pembahasan yang menyertainya sebagian besar berbasis dari temuan-temuan Tim
Gabungan Pencari Fakta, yang dibentuk pemerintah guna melacak tiga peristiwa pada
perkebunan pulp dan kelapa sawit di Sumatera bagian selatan pada 2011-2012, yang
menewaskan sembilan orang.? Tim itu, mencakup anggota-anggota pemerintah dan
LSM,° melakukan dua kunjungan lapangan secara terpisah guna mengevaluasi bukti-
bukti yang ada dan mewawancarai para saksimata dan partisipan, termasuk anggota
masyarakat, staf perusahaan, pejabat pemerintah, dan staf kesehatan yang merawat
mereka yang luka-luka.* Kendati laporannya tak pernah dipublikasikan secara umum,
salinan final laporan setebal 146 halaman dari tim itu mengungkap rincian temuan-
temuan akan fakta, analisa, dan rekomendasi, yang juga dipegang Human Rights Watch.
Kami menghubungi perusahan-perusahaan yang terlibat kasus itu serta kepolisian pusat

guna minta pandangan mereka tapi mereka menolak pertanyaan kami.?

Dalam memberi penilaian terhadap kasus-kasus secara keseluruhan, tim menyimpulkan
ketiga konflik itu terjadi karena:
1. Kurangnya transparansi dari suatu proses penyediaan lahan yang diberikan
pemerintah daerah bagi para pemegang konsesi

2. Kurang jelasnya batas-batas penggunaan lahan dan hak-hak kepemilihan lahan;

99 “Laporan Tim Gabungan PencariFakta”

100 | aporan menjelaskan keanggotaan tim gabungan berikut ini: Penasihat: DjokoSuyanto, Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan; Ifdhal Kasim, direktur Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Direktur: Denny Indrayana, wakil menteri
Kementerian Hukum dan HAM. Sekretaris: Endro Agung, wakil koordinator divisi keamanan nasional, Kemenkopolhukam.
Anggota-anggota: Agus Mulyono, staf ahli Menteri Kehutanan; H.S. Tisnanta, profesor hukum Universitas Lampung; Ichsan
Malik, profesor dari Universitas Indonesia; Indriaswati Dyah Saptaningrum, direktur Elsam, LSM HAM berbasis di Jakarta;
Mas Achmad Santosa, Satuan Pemberantasan Mafia Peradilan; Sulistiyo Ishak dari Mabes Polri, kemudian diganti
BambangSuparsono, staf ahli Kapolri.

101 |hid; wawancara Human Rights Watch dengan Indriaswati Dyah Saptaningrum, anggota Tim Gabungan, Jakarta, 14
Februari 2013.

102 Syrat-menyurat Human Rights Watch dengan PT Sumber Wangi Alam; PT Silva Inhutani Lampung; PT Barat Selatan
Makmurlnvestindo; dan Brigjen. Boy Rafli Amar, Humas Mabes POLRI tersedia dalam Lampiran B dari laporan ini.
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3. Kurangnya kompensasi yang memadai bagi rakyat setempat atas lahan mereka
yang diserahkan kepada para pemegang konsesi; dan
4. Pelanggaran syarat-syarat legal terkait analisis dampak lingkungan dan sosial

serta pengelolaan lingkungan hidup.o3

Laporan juga menguraikan bagaimana para pejabat dan pasukan keamanan negara
mengintimidasi masyarakat lokal supaya setuju atas kesepakatan ganti-rugi,*4 dan
menyatakan bahwa, dalam satu kasus, perusahan-perusahaan perkebunan memberi

bayaran siluman kepada pemerintah daerah agar mendapatkan izin konsesi.s

Terlebih lagi, menurut kesimpulan Tim Gabungan Pencari Fakta, praktik perusahaan
membayar pasukan polisi, termasuk pasukan semimiliter Brigade Mobil, dan kepada
Tentara Nasional Indonesia, telah menciptakan “potensi berbaya bagi netralitas dan
profesionalisme” pasukan keamanan negara.°¢ Misalnya,saat penduduk lokal dalam satu
kesempatan ditangkap dan dituduh “menjarah” buah sawit yang ditanam masyarakat di
lahan konsesi perkebunan, perusahan perkebunan mengacuhkan instruksi pemerintah

supaya tak dihukum.z7

Selanjutnya Tim menemukan fakta bahwa beragam peraturan mengenai penggunaan
kekuatan dan kaidah keterlibatan “masih belum dikendalikan secara optimal” di
lapangan, dan ada indikasi “penyelewengan dari/kegagalan menerapkan” peraturan-
peraturan ini.**® Semua kelemahan ini berakar dari kegagalan tatakelola pemerintahan
dalam sektor kehutanan dan pertanian, serta di dalam pemerintahan daerah dan

penegakan hukum.

Kasus 1: Register 45, Kabupaten Mesuji dan PT Silva Inhutani Lampung
Pada 6 November 2010, di area yang dikenal Register 45 dari Kecamatan Mesuji di provinsi
Lampung, polisi daerah dikabarkan menembak mati seorang penduduk dan melukai

seorang lagi saat mengusir paksa para keluarga yang tinggal di dalam konsesi perkebunan

103 «| aporan Tim GabunganPencariFakta”, hal. 16.

104 |bid., hal. 101.

105 Merujuk laporan ini sebagai “uang recognitie”. Ibid., hal. 52-57, 102-105.

106 |hid., hal. 118.

197 1bid., hal. 73; “Tokoh Adat Megow Pak Dihukum 5 Bulan Penjara” Tempo, 30 Juli 2012.

108 | aporan Tim Gabungan Pencari Fakta, hal. 17.
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PT Silva Inhutani Lampung.® Tim Gabungan mendapati bukti perusahaan telah membayar
polisi yang terlibat dalam penyerangan dan menyuap polisi dengan makanan dan
kebutuhan lain.®° Tim juga memeriksa bukti video yang kabarnya menunjukkan seorang
mandor meletakkan sebuah golok ke tangan penduduk yang sudah terkapar di atas tanah
setelah ditembak saat operasi pengusiran, yang terbaring sekarat dengan luka parah.
Tim melaporkan bahwa video itu memperlihatkan seorang pria yang diidentifikasi sebagai
anggota kepolisian daerah memerintahkan mandor untuk meletakkan senjata ke tangan
penduduk yang sekarat itu, tampaknya demi mendukung bukti yang dibuat-buat bahwa

petugas polisi itu menembak karena mempertahankan diri.2

Pengusiran paksa penduduk ini hanyalah bagian insiden terakhir dari serangkain panjang
nan rumit akan konflik lahan, pemindahan paksa, dan spekulasi lahan di dalam dan di
sekitar Register 45 yang meretas puluhan tahun. Isu besarnya termasuk pengusiran paksa
penduduk lokal guna membuka lahan perkebunan kelapa sawit dan pulp yang dipakai
pemerintah untuk para pemukim migran dari daerah yang lebih padat penduduknya di pulau

Jawa selama 1980-an dan 1990-an, serta konsesi-konsesi di tempat lain di Sumatera.

Sejak sekitar 2006, klaim lahan juga diperumit dengan penjualan tanah illegal oleh
penduduk lokal kepada para pemukim migran yang direkrut oleh aktor-aktor pialang dan
politisi, mengambil celah atas tak jelasnya sertifikat lahan demi keuntungan pribadi
secara ekonomi atau politik.**4 Tim Gabungan menemukan bukti mengenai para spekulan
tanah setempat dan sejumlah “yayasan komunitas”—di antaranya Pembela Kesatuan
Tanah Airyang bermarkas di Jakarta —dikabarkan terlibat dalam penjualan tanah ilegal
kepada para migran dari Bali dan Jawa.**s Namun, investigasi Tim tak banyak berpengaruh
untuk mengerem kegiatan itu, dan pemukiman tak sah di Register 45 terus marak.
Ketegangan pun terbangun. Para penghuni baru bersumpah akan melawan dengan

kekerasan andai pemerintah berupaya mengusir mereka dan masyarakat setempat pun

199 “L aporan Tim Gabungan Pencari Fakta,” Januari 2012, salinan dipegang Human Rights Watch, hal.37-38.

110 |hid, hal. 43.

11 bid., hal.. 37-38. Human Rights Watch belum sempat melihat video itu tapi sudah melihat foto-foto yang disertakan
dalam laporan final tim: Laporan (ibid, hal. 31) menyatakan video ini terpisah dari [bagian] video yang dipertontonkan di
hadapan DPR oleh MayJen (purn) Saurip Kadi dan utusan yang tampaknya video saduran dari Thailand.

112 |hid. kesimpulan masih didukung lewat caption video tersebut.

113 |bid., hal. 33.

114 «| aporan Tim Gabungan Pencari Fakta,” Januari 2012, salinan dipegang Human Rights Watch, hal. 19-27, 29-31.

115 “Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta,” hal. 26-27.
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mengancam akan membereskan masalah itu dengan main hakim sendiri bila para

perambah diizinkan tinggal.u¢

Kegagalan pihak berwenang untuk mengatur kepemilikan dan penjualan lahan, terlebih
lagi kurangnya menegakkan aturan pemilikan dan sertifikasi tanah di bawah klaim
tradisional dari konsesi hutan, mendorong merebaknya klaim atas hutan dan lahan, yang
memicu peluang berbahaya bagi mereka yang berniat mengintimidasi dan bertindak

kekerasan untuk keuntungan pribadi.

Kasus 2: Dusun Sodong, Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kelurahan Mesuji) dan PT
Sumber Wangi Alam (SWA)

Pada 21 April 2011, kekerasan pecah antara penduduk lokal dan perusahaan sawit PT
Sumber Wangi Alam di dekat Sodong di kelurahan Mesuji**7 Sumatera selatan, di seberang
batas provinsi dari Register 45. Menurut Tim Gabungan, perkebunan sawit itu berdiri pada
1997 di lahan yang diklaim masyarakat Sodong. Kompensasinya, perusahaan menjanjikan
masyarakat atas 1.000 hektar kebun sawit yang mereka kelola sendiri.»*®# Namun, penduduk
menuduh setelah 14 tahun perkebunan, mereka hanya menerima 300 hektar kebun sawit.9
Pejabat daerah menyatakan telah mengatur 10 pertemuan antara kedua belah pihak, yang
tak menghasilkan penyelesaian dan pemerintah juga menolak memerintahkan agar

perusahaan memenuhi kesepakatan awal dengan penduduk sekitar.:2°

Frustrasi lantaran perusahaan menolak mengganti kerugian itu, dan ketakcakapan
pemerintah memecah kebuntuan, beberapa penduduk diduga mulai merebut kembali
tanah mereka yang telah diambil konsesi perusahaan, menanaminya dengan tanaman
sawit mereka sendiri. *»* Tensi kian meningkat saat polisi menangkapi para penduduk yang

“menjarah” sawit di lahan konsesi, sementara polisi juga membiarkan perusahaan tetap

16 “Mesuji: Masyarakat Pribumi Ingin Perambah Diusir,” Lampung Post, 1 Juni 2013, http://lampost.co/berita/mesuji-
masyarakat-pribumi-ingin-perambah-diusir (diakses 16 Juni 2013).

117 Nama “Mesuji” muncul di dua lokasi — satu kecamatan dan satunya kabupaten — kedua insiden itu tumpang-tindih
mejadi satu kejadian.

118 “Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta.” Januari 2012, dipegang Human Rights watch, hal. 70.
119 1bid., hal. 75.

120 |hid., hal. 74-75.

121 bid.,
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menanam di tanah yang diklaim penduduk, bahkan setelah pejabat daerah mengeluarkan

moratorium kegiatan perusahaan lebih lanjut di lahan sengketa itu.*??

Titik baliknya saat perusahaan tak menghadiri rapat mediasi pada 17 April 2011,
pertemuan yang dikabarkan atas permintaan perusahaan sendiri.*>3 Pada 21 April, terjadi
insiden saat dua warga lokal berpapasan dengan dua mandor kebun yang berpatroli di
areal konsesi.*2« Kekerasan pun pecah, dan dalam peristiwa itu, dikabarkan dua warga
terbunuh oleh mandor kebun, satu mandor kemudian meninggal akibat luka parah. Berita
kematian menyebar, dan segerombolan penduduk menyerbu kamp dan diduga
membunuh dua staf perusahaan dan tiga mandor kebun sebagai aksi balasan.*?s Para
penyerang dikabarkan memamerkan beberapa kepala yang dipenggal dari kedua mandor
kebun. Rekaman video dari kejadian itu diunggah ke internet sekalipun sebagian dari
video itu direkayasa.*?¢ Menurut anggota Tim Gabungan, tak ada penuntutan karena polisi

kesulitan mengidentifikasi para tersangka dan memintai keterangan para saksimata.*?7

Kasus 3:Kelurahan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan PT Barat Selatan Makmur
Investindo(BSMI)

Pada 10 November 2011, bentrokan lain terjadi di dekat kelurahan Tanjung Raya di
Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut Tim Gabungan, kekerasan bermula setelah
sekelompok penduduk mulai memanen kebun sawit milik PT Barat Selatan Makmur
Investindo (BSMI), diduga karena perusahaan tak membayar penuh kompensasi kepada
masyarakat berupa sekitar 5.000 dari 17.000 hektar telah disepakati pada 1997.128
Sementara beberapa kompensasi dipenuhi dan dibayar, itu tergolong kecil ketimbang apa

yang sudah dijanjikan pada penduduk dan ganti-rugi itu sendiri melalui proses paksaan

122 hid., hal. 113.

123 |bid., hal. 75.

124 |bid.,

125 |bid., hal. 78-79.

126 Ibid.; Video yang diunggah “Kejahatan Kemanusiaan di Sodong Mesuji” 25 desember 2011, videoklip, Youtube,
http://www.youtube.com/watch?v=kqDTaKLoiVw (diakses 23 april 2013). Seperti dicatat, video ini dipertontonkan di DPR
oleh beberapa warga register 45 yang dipimpin Mayor Jenderal (purn) Saurip Kadi. Ada alasan kuat mempercayai bahwa
paling tidak sebagian dari video ini telah direkayasa karena ada bagian dari pemenggalan yang terdengar ada dialek
Thailand Selatan, menandakan video ini telah direkayasa dan tak kaitannya dengan kejadian di Indonesia. Ulma Haryanto &
Farouk Arnaz, “General Shrugs Off Threat of Charges for Mesuji Video,” Jakarta Globe, 9 Januari 2012.

127 wawancara Human Rights Watch dengan Indriaswari Dyah Saptaningrum, Jakarta, 14 Februari 2013.
128|1id ., hal. 51-52.
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dan tertutup, yang mengindikasikan sebagian pejabat daerah disuap.*?? Selanjutnya,
perusahaan diduga tak membayar penuh dan bahkan kesepakatan yang parsial dan
dipaksakan itu gagal memenuhi sebagian dari 5.000 atas 7.000 hektare kebun sawit yang

dijanjikan kepada masyarakat sebagia bagian dari paket kompensasi.:3°

Pada 2011, masyarakat mulai menuntut ganti-rugi dengan mengadukan ke lembaga-
lembaga pemerintahan daerah dan pengadilan. Sadar akan tiadanya ganti-rugi, penduduk
melakukan protes di depan gedung dewan perwakilan rakyat daerah.:s* Pada Juli 2011
sebagian besar penduduk mulai memanen buah sawit dari pohon-pohon yang ditanam
perusahaan di lahan yang menjadi sengketa.*32 Perusahaan merespons dengan menyewa
marinir dari TNl sebagai centeng swasta untuk melakukan patroli di perkebunan.:3
Bermula pada September 2011, menghadapi para demonstran di lahan konsesi,
perusahaan meminta bantuan tambahan daru pasukan semimiliter Brimob, yang pernah

menerjunkan hingga 382 personil.=4

Menurut temuan Tim Gabungan, konflik meradang pada 10 November 2011, ketika seorang
petani lokal ditembak mati dan beberapa yang lain terluka. Konfrontasi itu dipicu oleh
desas-desus bahwa seorang penduduk lokal ditahan oleh mandor perusahaan, yang
memicu keramaian sekitar 300 orang di mana sebagian membawa senjata tajam,
menuntut tahanan dibebaskan.®5 Adu mulut yang memanas diduga membuat seorang
anggota Brimob melepaskan tembakan peluru karet ke kerumunan massa, membikin
mereka marah.s¢ Kerumunan diduga menyerang kamp dan pabrik pengolahan kelapa

sawir, membakar bangunan dan merusak peralatan.s7

Para saksimata yang diwawancarai Tim Gabungan menyatakan bahwa, saat sekitar 60

pasukan gabungan dari Polsek dan Koramil datang beberapa jam kemudian, roda

129 |bid.

139 |pid.

131 bid., hal. 52-53.
132 |bid., p. 53.

133 |bid. Tim Gabungan mencatat bahwa keterlibatan ini bertentangan dengan UU 34/2004 tentang TNI yang mewajibkan
kepolisan Indonesia perlu minta lebih dulu pengerahan militer. Ibid., hal. 100.

1341bid., hal. 106.
135 |bid., hal. 60.
136 |bid.
137 |bid.
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kendaraannya dirusak penduduk dengan dua sepedamotor yang dilengkapi senjata
tajam.3® Para saksimata berkata, tembakan dilepaskan dari atas kendaraan polisi,
dikabarkan tanpa ada perintah dari komandan polisi dan tanpa ada tembakan peringatan
atau upaya melepaskan senjata pemecah kerumunan macam gas airmata.*3 Delapan

orang tertembak, satu menderita cedera fatal karena melukai kepalanya.°

Peran Lebih Besar untuk Militer?

Pemerintah Indonesia merespons kekerasan agraria, bahkan untuk peristiwa mencolok
yang kami jelaskan itu, dengan jawaban lambat dan tak cukup. Pembentukan Tim
Gabungan Pencari Fakta baru didirikan berbulan-bulan setelah peristiwa itu terjadi (and
dalam kasus Register 45 baru dua tahun kemudian) dan baru bergerak setelah ada
kecaman publik saat delegasi warga Register 45 menarik perhatian dengan mengajukan
protes ke DPR di Senayan, Jakarta Pusat.* Selanjutnya, kendati laporan Tim Gabungan
menguraikan kasus secara rinci, laporan itu tak pernah diumumkan di depan publik.
Beberapa anggota Tim menyatakan, dengan menurunnya sorotan kasus-kasus ini, kian
lambat pula tindakan pemerintah untuk melakukan rekomendasi-rekomenasi Tim.42
Rekomendasi itu termasuk:
e Evaluasi legalitas izin konsesi, khususnya izin konsesi bertubrukan dengan klaim
masyarakat;
* Bentuk lembaga independen untuk menangani dan memantau konflik-konflik
agraria; dan
* Implementasikan putusan Mahkamah Konstitusi 2001 untuk menerapkan eveluasi

legal nasional terhadap hak-hak tanah adat.*3

Suatu laporan progresi pada Januari 2013, yang dibikin tim pemantauan dari Kementerian

Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan guna menindaklanjuti kasus-kasus ini,

138 |bid., hal. 61.

139 |bid., hal. 61, 107.

149 |bid., hal. 61.

141 Ezra Sihite, et al., “Indonesian Farmers Shock Lawmakers With Alleged Massacres,” Jakarta Globe, 12 Desember 2012,
http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesian-farmers-shock-lawmakers-with-alleged-massacres/484738 (diakses 23
April 2013).

142 |bid.

143 Tim Gabungan, “Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta”, hali124-125; wawancara Human Rights Watch dengan Indriaswati
Dyah Saptaningrum, 14 Februari 2013.
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mengonfirmasikan bahwa tiada tindakan sama sekali dari pemerintah untuk melakukan

rekommendasi-rekomendasi itu.4

Kerja Tim Gabungan menghasilkan tuntutan pidana terhadap seorang penduduk atas
peranannya menjual tanah ilegal yang dididuga memicu kekerasan di Register 45. Tapi tak
ada pertangungjawaban pidana bagi pasukan keamanan negara yang terlibat dalam
kekerasan atau penjualan tanah ilegal.®5 Kepolisian dan prajurit militer Indonesia
biasanya diganjar tindakan internal berupa peringatan ringan, penangguhan promosi,
skorsing singkat tanpa digaji, atau dipindahtugaskan—tak ada satupun dari mereka
diketahui publik.¢ Dalam kasus penembakan sembilan warga lokal di Register 45 dan di
kantor operasi BSMI, para terduga pelaku dari kepolisian daerah dan Brimob tak dituntut
pidana tapi hanya dihukum tindakan disiplun sepertii peringatan tertulis, penurunan

pangkat, dan “penugasan khusus” selama 14 hari pada pasukannya.

Lebih mendasar lagi, tindakan-tindakan pemerintah lebih bersifat reaktif ketimbang
proaktif. Respons lambat pemerintah pun akibat tekanan publik dan sebatas terpaku pada
segelintir kasus—ketimbang segera mencegah kekerasan dengan melakukan upaya
memantau dan mengatasi konflik-konflik lahan di seluruh Indonesia dan memecahkan

akar masalahnya secara sistematis, termasuk proses mengalokasikan konsesi, negosiasi

144 “Laporan Tim Terpadu Tindak Lanjut Dan Monitoring Penanganan Kasus Mesuji, Desember 2012,” Januari 2013, salinan
dipegang Human Rights Watch.

145Tim Gabungan, “Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta”). Selain insiden yang dijelaskan di sini, para wartawan
melaporkan sejumlah insiden polisi menembak pemrotes diakibatkan sengketa lahan antara masyarakat lokal dan
perusahan sumberdaya alam. “Watchdogs criticize Brimob shooting in Oganllir,” Jakarta Post, 28 Juli 2012,
http://www.thejakartapost.com/news/2012/07/28/watchdogs-criticize-brimob-s-shooting-ogan-ilir.html (diakses 23 April
2013); “Bima protesters shot from close range,”/akarta Post, 28 Desember 2011,
http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/28/bima-protesters-shot-close-range.html (diakses 23 April 2013); Bagus BT
Saragih, “NGOs demand justice in farmer shooting case,” Jakarta Post, 10 Juni 2010,
http://www.thejakartapost.com/news/2010/06/10/ngos-demand-justice-farmer-shooting-case.html; Markus Junianto
Sihaloho dan Farouk Arnaz, “Activists Demand Probe Into Fatal Shooting of Farmer by Police in Jambi,” Jakarta Globe, 9
November 2010, http://www.thejakartaglobe.com/news/activists-demand-probe-into-fatal-shooting-of-farmer-by-police-in-
jambi/405815 (diakses 23 April 2013).

146 Fitri, Ezra Sihite, dan Farouk Arnaz,“Indonesia Police Officers Get 3 Days Detention for Bima Shootings,” Jakarta Globe, 5
Januari 2012, http://www.thejakartaglobe.com/home/indonesia-police-officers-get-3-days-detention-for-bima-
beatings/489410 (diakses 24 April 2013); Rizal Harahap,“Police shoot five residents in land dispute in Riau,” Jakarta Post, 23
April 2012, http://www.thejakartapost.com/news/2012/02/03/police-shoot-five-residents-land-dispute-riau.html (diakses
23 April 2013);1CG, “Indonesia: The Deadly Cost of Poor Policing,” Asia Report No 218, 16 Februari 2012,
http://www.crisisgroup.org/en/regions/asia/south-east-asia/indonesia/218-indonesia-the-deadly-cost-of-poor-
policing.aspx (diakses 23 April 2013).

147 «“| aporan Tim Terpadu Tindak Lanjut Dan Monitoring Penanganan Kasus Mesuji, Desember 2012,” Januari 2013, hal. 14, 17.
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dan memenuhi kesepakatan ganti-rugi yang lemah dan korup. Kebuntuan itu
menyebabkan konflik menjadi sesuatu problematis karena, sekalipun insiden-insiden itu
meraih perhatian publik secara nasional, sengketa-sengketa lahan—kendati tak

sedramatis yang diuraikan di atas—masih tersebar luas dan kerap berujung kekerasan.8

Langkah mutakhir pemerintah yang layak dicatat terkait konflik sosial yakni mengundang
kembali pendakatan keamanan, yang sebenarnya berisiko memperburuk, bukannya
meredakan ketegangan. Sejak 2012, seperangkat aturan hukum baru yang telah disahkan
maupun tengah diusulkan—berupa undang-undang, peraturan kementerian, keputusan
presiden, dan kesepakatan bersama antara militer dan kepolisian dengan kementrian
terkait—menegaskan peran lebih besar bagi militer mengatasi konflik sosial. UU Penanganan
Konflik Sosial 2012, khususunya meliputi konflik-konflik antara masyarakat dan perusahaan
sumberdaya alam,*9 memberi wewenang bupati/walikota menyatakan status keadaan
konflik dan minta pengerahan pasukan militer untuk mengendalikan konflik,*° suatu perkara

yang sangat jelas bertentangan hukum nasional yang mengatur kepolisian®* dan militer.s2

Hal itu diperparah keputusan presiden mengenai keamanan nasional, diterbitkan pada 28
Januari 2013, yang memberikan kekuasaan kepada para pejabat lokal untuk mengundang
keterlibatan militer—tanpa persetujuan presiden, parlemen atau kepolisian—dalam kasus-
kasus yang didefinisikan secara samar sebagai ancaman terhadap “keamanan
nasional.”ss3 Satu kesepahaman bersama antara polisi dan militer dikeluarkan hari
berikutnya, dengan dalih hal itu untuk menghemat waktu tanggap darurat dan mendorong
“sinergi” antara kedua institusi itu. Walau isi perjanjian itu tak dipublikasikan, tapi kepala

staf angkatan darat Agus Suhartono menegaskan dalam konferensi pers bahwa, “Setiap

148 Konsorsium Pembaruan Agraria, Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan terhadap Rakyat: Laporan Akhir Tahun 2011

(Jakarta: Konsortium Pembaruan Agraria, 2012), http://www.satuportal.net/system/files/Laporan-Akhir-Tahun-KPA-Tahun-
2011_Release-27-Desember-2011.pdf (diakses 23 April, 2013); Catatan Konflik Sumber Daya Alam di Riau Sepanjang Tahun
2011 (Pekanbaru: Scale Up, 2012).

149 Undang-Undang 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, http://ngada.org/uu7-2012.htm (diakses 25 April 25 2013),
pasal 5(d).

159 |bid., pasal 16, 33.
151 Undang-Undang No. 2/2002 tentang Kepolisian Indonesia, pasal 41.1, yang menyatakan keterlibatan TNI harus dikelola
oleh peraturan pemerintah. “Dalam rangka menjalankan tugas keamanan, Polisi Nasional Indonesia dapat meminta bantuan
militer melalui diterbitkannya regulasi pemerintah”.

152 Undang-Undang 34/2004, pasal 7 dan 20, menyebutkan selain dalam kasus perang, pengerahan TNI untuk mendukung
pemerintahan daerah dan ketertiban umum harus diatur oleh hukum terpisah, dan harus disetujui DPR.

http://ngada.org/uu34-2004bt.htm diakses 25 April 2013).

153 Inpres. No. 2/2013 Tentang keamanan nasional.
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saat komandan militer merasa perlu menerjunkan pasukan ke wilayah yang berpotensi
mengandung konflik, ia akan langsung melakukannya” (cetak miring ditambahkan).4
Khususnya terkait kehutanan, suatu kesepakatan bersama 2011 antara Kementerian
Kehutanan dan Angkatan Darat juga mengemuka, yang mengizinkan pendanaan langsung
dari Kementerian Kehutanan kepada prajurit-prajurit militer untuk operasi “perlindungan

hutan”, sebuah langkah yang dapat mendorong ke arah kekerasan berikutnya.s

Secara keseluruhan, produk hukum baru itu meningkatkan kecemasan mendalam soal
diterapkannya kembali pendekatan keamanan dalam urusan-urusan sipil. Human Rights
Watch meyakini bahwa, kecuali dalam situasi mahadarurat, militer tak boleh terlibat
dalam pengawasan kepolisian internal. Pendapatan sampingan pasukan keamanan dari
perusahaan harus senantiasa dilarang. Keterlibatan militer atau polisi dalam kegiatan
proteksi swasta akan memperburuk potensi pelanggaran hak asasi manusia karena

tiadanya transparansi dan pengawasan sipil.'s®

Kegagalan Melindungi Hak-Hak Tanah Penduduk Lokal

Sebagian besar masyarakat-masyarakat di Indonesia yang terkena dampak konsesi
kehutanan memiliki surat keterangan tanah (SKT),7 yang mengakui hak komunal atas
lahan hutan. Selain itu, sebagian masyarakat ini secara sah diakui setara “masyarakat
adat” yang punya hak atas tanah dan sumberdaya alam sebagaimana dijamin hukum
internasional, termasuk Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Rasial, (ICERD), yang diratifikasi Indonesia,*8 dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak
Masyarakat Adat. 59

154 Ina Parlina dan Margareth S. Aritonang, “Indonesian military, police join forces to deal with unrest,” Jakarta Post, 30 Januari
2013, http://www.asianewsnet.net/Indonesian-military-police-join-forces-to-deal-wit-42134.html (diakses 23 April 2013).

155 peraturan DirJen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor P.3/V-Set/2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Rehabititasi Hutan Di Kawasan Hutan Konservasi Secara Swakelola Yang Dikerjasamakan DenganTentara
Nasional Indonesia, Kementrian Kehutanan RI. www.dephut.go.id/files/p.3_v_2011_o.pdf, diakses 24 April 2013.

156 Human Rights Watch, Too High a Price: The Human Rights Costs of the Indonesian Military’s Economic Activities, 21 June
2006, http://www.hrw.org/reports/2006/06/20/too-high-price hal. 45-48.

157 Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta, hal. 21-22.

158 International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), 660 U.N.T.S. 195, berlaku 4
Januari 1969. Indonesia meratifikasi ICERD pada 1999.

159 Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, G.A. Res. 61/295, U.N. Doc. A/RES/47/1 (2007), pasal 8(2) (“Negara
akan menyediakan mekanisme efektif untuk pencegahan dan penggantian atas:... (b) Segala tindakan yang bermaksud atau
berakibat mengusir mereka dari tanah, wilayah atau sumber daya mereka”) Lihat juga International Labor Organization (ILO),
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Dalam Rekomendasi Umum No. 23 mengenai masyarakat adat, Komite CERD menyatakan

bahwa negara-negara harus:

Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat untuk memiliki,
mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan lahan, wilayah dan
sumberdaya komunal mereka, di mana mereka telah terusir dari tanah
dan wilayah yang mereka miliki turun-temurun itu, atau sebaliknya
menempati atau menggunakan tanpa persetujuan sadar dan cukup
informasi, untuk melakukan langkah-langkah mengembalikan tanah dan
wilayah mereka. Hanya jika alasan-alasan nyata itu tak dimungkinkan,
maka hak mendapatkan ganti-rugi harus dilakukan dengan kompensasi

yang adil dan sesegera mungkin.®°

Mengenai hak kepemilikan tanah oleh masyarakat yang terpapar dampak, dan pengakuan
atas hak masyarkat adat, Indonesia lemah dalam hukum maupun praktik. Kelemahan ini
telah menimbulkan sengketa tanah dan konflik kekerasan selama puluhan tahun. Tak
adanya perlindungan ini terjadi paling parah pada sektor kehutanan dan perkebunan.
Misalnya pada 2007, menanggapi keluhan dari lembaga-lembaga nonpemerintah mengenai
lemhanya konsultasi dengan komunitas yang terkena dampak oleh perkebunan-perkebunan
skala besar, Komite CERD PBB mendesak Indonesia untuk “mengevaluasi aturan-aturan
hukumnya... termasuk bagaimana hukum-hukum itu ditafsirkan dan dijalankan dalam
praktik guna menjamin penghormatan penuh atas hak-hak masyarakat adat untuk memiliki,

mengembangkan, mengendalikan dan menggunakan tanah-tanah komunal mereka.”6

Meski konstitusi Indonesia mengakui hak-hak asal-usul komunitas tradisional, termasuk

hak atas tanah,*2 undang-undang sektoral macam revisi UU Kehutanan 1999 dan UU

Convention concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (ILO No. 169), 72 ILO Official Bull. 59,
berlaku sejak 5 September 1991.

160 Komite CERD, Rekomendasi Umum No 23 mengenai Masyarakat Adat, sesi ke-51, 1997, para. 5.

161 | ihat CERD, Concluding Observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Indonesia, 15 Agustus
2007, CERD/C/IDN/CO/3 para 17.

162 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pasal. 18B, 28.H and 28L (“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”) Lihat juga Undang-
undang Agraria nomor 5/1960, ayat. 3 & 5, yang mengakui hak ulayat, walau dalam bentuk hak usufruct dan di bawah
“kepentingan nasional”.
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Perkebunan 2004 menggariskan sedikit perlindungan. Misalnya, UU Perkebunan
mewajibkan peraturan daerah hanya bisa mengesahkan pengakuan terhadap masyarakat
adat apabila mampu membuktikan masyarakat adat itu benar-benar “ada” sebelum hak-
hak konsultasi dan kompensasi oleh perusahaan perkebunan bisa diakui.*3 Proses untuk
memenuhi aturan macam itu sangatlah rumit dan mahal sehingga hanya segelintir

komunitas yang bisa berhasil.64

Revisi UU Kehutanan dan aturan-aturan pelaksananya mencakup perlindungan ke arah
positif. UU itu menjamin masyarakat yang terkena dampak, terlepas apakah mereka
masyarakat adat atau bukan, haruslah diajak “konsultasi”; bahwa perusahaan harus
melakukan analisis dampak sosial sebelum menjalankan proyek; dan bahwa perusahaan
membayar ganti-rugi kepada masyarakat yang kehilangan tanahnya untuk proyek-proyek
kehutanan dan pertanian.:s Namun, persyaratan spesifik “konsultasi” dan “kompensasi”
tak dirumuskan secara gamblang, dan dalam praktiknya, minim sekali pengawasan
pemerintah dalam soal apakah persyaratan ini sudah dipenuhi secara memadai.*¢¢
Kalaupun ada analisis dampak sosial, ia pun hanya sebatas mencontreng formulir dengan

sedikit sekali peranserta masyarakat.67

Terlepas dari adanya hak-hak adat, pemerintah mengklaim penguasaan atas hutan,
termasuk hak menerbitkan izin konsesi di atas tanah yang dianggap “tak berada dalam hak
kepemilikan”.:¢8¢ Namun , Kementerian Kehutanan baru sebatas menyelesaikan proses formal
pemetaan perbatasan (“Gazettement”) pada sekitar 12 persen wilayah hutan, menyisakan 88

persen dalam kepemilikan yang ambigu. 69 Sekalipun masyarakat lokal mengklaim hak

163 yy Perkebunan 18/ 2004, pasal. 9.2. Sejauh ini hanya empat masyarakat adat yang diatur. Martua Sirait, Indigenous
Communities and Oil Palm Expansion in West Kalimantan, (The Hague: Cordaid, 2009). Lihat, Tim Gabungan, “Laporan Tim
Gabungan Pencari Fakta”), hal. 115, untuk penjelasan terkait peraturan gubernur atas prosedur sertifikasi tanah untuk
konsesi perkebunan tanpa klaim yang telah ada sebelumnya dan untuk ringkasan syarat-syarat kompensasi saat ada klaim.
164 \Wawancara Human Rights dengan Andiko, HuMa, Jakarta, 9 June 2013; Kasmita Widodo, direktur Jaringan Kerja Pemetaan
Partisipatif, Bogor, 3 Juni 2013.

165 Jy Kehutanan 41/ 1999, pasal. 68.3-4. UU memaai kata musyawarah, yang mengandung konotasi mencapai
kesepakatan bersama tapi seringkali dipakai pemerintah sebagai pemberitahuan tanpa negosiasi.

166 Human Rights Watch, Without Remedy; Marcus Colchester, et al. “Promised Land: Palm Oil and Land Acquisition in Indonesia,
Implications for Local Communities and Indigenous Peoples,” FPP, Perkumpulan Sawit Watch, HuMa dan the World Agroforestry
Centre, 2006, http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/promisedlandeng.pdf (diakses 23 April 2013).
167 M. Colchester, et al, “Promised Land.”

168 Undang-Undang 41/1999 tentang Kehutanan, pasal.1(4), 6.

169 proses “gazettement” mencakup identifikasi perbatasan, area-area khusus hutan, ketergantungan pada pemanfaatan
dan pemilikan lahan, pemetaan area-area tersebut, “bukti-bukti kebenaran” akan perancangan (melibatkan konsultasi lokal
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kepemilikan pada tanah yang belum ditetapkan itu, Kementrian terus melanjutkan praktik
tersebut yang melanggar UU Kehutanan dan mengabaikan hak-hak tersebut dengan
mengeluarkan konsesi bagi perusahaan-perusahan swasta.'7° Pada Mei 2013, Mahkamah

Konstitusi memutuskan bahwa praktik-praktik itu telah melanggar konstitusi.

Guna mengakui peran hak kepemilikan tanah yang belum jelas itu—yang meningkatkan
konflik agraria—Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak 2001mengeluarkan TAP MPR di
mana DPR mengevaluasi produk-produk hukum tentang sumberdaya alam demi
memperkuat hak-hak komunitas, dan dengan demikian akan mengatasi konflik.7* Lebih
dari satu dekade kemudian, evaluasi ini belum pula dilakukan. Demikian juga RUU

mengenai hak-hak masyarakat adat yang masih terkatung di DPR selama beberapa tahun.

Suatu progresi tentatif mengemuka pada Juli 2011, saat Kepala Unit Kerja Presiden untuk
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto,
secara terbuka menegaskan pentingnya menerapkan arahan Tap MPR 2001. Dia
mengatakan, “Administrasi formal negara untuk hak, akses, dan jaminan lahan harus
mengakomodasi hak-hak dan praktik informal yang diterima adat kebiasaan lokal,”dan
mendesak pemetaan dan pendataan terpadu atas tanah-tanah adat.*7> Meski hal ini
langkah ke arah yang tepat, harus tetap ditunggu apakah pemerintah benar-benar punya
itikad politik untuk menggelar rencana yang jelas, terkoordinasi dan terjadwal demi

mengikuti Tap MPR dalam rangka melindungi hak-hak tersebut.73

Pengakuan atas hak-hak adat itu sendiri, pada akhirnya, takkan menyelesaikan masalah

tanpa ada mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memutuskan klaim tanah

dengan para pengklaim lain), membuat garis batas secara fisik, mengeluarkan keputusan khusus yang mengonfirmasi
proses itu disertakan, dan mengiklankan keputusan dalam suratkabar resmi.

170 C. Fay, M. Sirait, A. Kusworo, “Getting the boundaries right: Indonesia’s Urgent Need to Redefine its Forest Estate,”
Working Paper No. 25, Southeast Asia Policy Research, 2000,
http://forestclimatecenter.org/files/2000%20Getting%20The%20Boundaries%20Right%2olndonesia-
s%20Urgent%20Need%20t0%20Redefine%20its%20Forest%20Estate.PDF (diakses 23 April 2013).

171 Ketetapan tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia, TAP IX/MPR/2001, http://hukum.unsrat.ac.id/uu/mpr_g_o1.htm (diakses 25 April 2013).

172 Kuntoro Mangkusubroto, Pidato pada the International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise, Lombok,
12 Juli, 2011.

173 Bandingkan the cogent “Roadmap to Tenure Reform” authored by the Civil Society Coalition. M. Safitri, et al., “Menuju
Kepastian dan Keadilan Tenural,” 2011, http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/01/naskahrevisi-
peta-jalan-reformasi-tenurial-hutan-final-o9112011.pdf (diakses 10 April 2012).
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individual. Kasus Register 45 menunjukkan bahwa pelaku-pelaku tak bertanggungjawab,
baik di tingkat pusat maupun daerah, telah memanfaatkan carut-marutnya isu seputar hak-
hak tanah, dengan mendorong migrasi, memalsukan klaim ‘masyarakat adat’ dan melakukan
spekulasi tanah. Tanpa ada cara-cara yang kredibel untuk membedakan klaim yang sah dan
yang palsu, serta perwujudan penuh pengakuan hak komunal masyarakat adat, boleh jadi ia

memicu kian merebaknya klaim palsu dan mengundang lebih banyak kekerasan.
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Cacatnya Upaya Reformasi

Sejak Human Rights Watch menerbitkan “Dana Liar” pada 2009, beberapa upaya
perlindungan telah dikembangkan guna mengatasi kelemahan tatakelola pemerintahan
dalam sektor kehutanan, termasuk:

* “Perundangan-undangan legalitas” di Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk import
kayu telah mendorong pembentukan sistim mata rantai pengawasan di Indonesia
untuk melacak kayu dan memverifikasi aspek-aspek legalitas tertentu;

* Presiden Yudhoyono menerbitkan keputusan yang mengumumkan moratorium
mengenai lisensi baru untuk menebang hutan primer dan hutan di tanah gambut
untuk perkebunan; dan

¢ Pemberlakuan UU Keterbukaan Informasi Publik.

Meski langkah-langkah ini penting, pemerintah Indonesia belum menerapkannya

dengan efektif.

Rantai Pengawasan Kayu

Suatu kemajuan penting dalam meningkatkan transparansi dan legalitas pada sektor
kayu Indonesia dengan mendirikan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) untuk
memastikan kayu yang telah ditebang itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan
domestik.7+ Meski pembahasannya telah berlangsung bertahun-tahun, dorongan utama
untuk menyelesaikan sistem itu berasal dari persyaratan import di Amerika Serikats dan
Uni Eropa,*® yang masing-masing berlaku pada 2008 dan 2010, melarang perolehan
kayu secara ilegal. Dorongan berikutnya dari perundingan dan penandatanganan
Persetujuan Kemitraan Sukarela (VPA) antara Uni Eropa dan Indonesia bahwa, sekali

diratifikasi, akan mengharuskan seluruh kayu yang diekspor ke UE mengantongi

174 Kementerian Kehutanan, Peraturan Mentri Kehutanan P68/Menhut-I1/2011.

175 The US Lacey Act (16 U.S.C. 3371 et seq.) diamandemen melalui UU Pangan, Konservasi dan Energi 2008, berlaku 22 Mei
2008 (bab 8204, Pencegahan Praktik Penebangan Liar) guna membuat tak sahnya impor, ekport, transportasi, penjualan,
penerimaan, belanja, atau pembelian pada setiap tanaman antarnegara bagian atau perdagangan luarnegeri, dengan
beberapa pengecualian terbatas, telah melanggar UU negara AS atau UU luarnegeri lain yang melindungi tanaman.

176 peraturan (EU) No. 995/2010 Parlemen dan Dewan Eropa 20 Oktober 2010 mewajibkan para importer untuk: 1) melarang
menempatkan produk kayu hasil panen ilegal di pasar UE; 2) menjalankan “ketentuan seharusnya”; dan 3) memfasilitasi
kemampuan melacak produk-produk kayu dengan menyimpan catatan penyuplai dan konsumen mereka. Peraturan Kayu No.
995 2010, http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm (diakses 26 September 2012).
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sertifikasi legal.777 Kelompok-kelompok masyarakat sipil telah mengawasi dari dekat
kedua sistem itu, suatu langkah genting menuju peningkatan pengawasan soal

bagaimana hutan dikelola.

Namun, sistem rantai pengawasan terbaru itu sejauh ini berjalan tersenda-sendat. Mandat
VPA, dalam rangka memenubhi kriteria ekspor ke UE, kayu Indonesia yang dipanen dan
diproses harus menaati minimal “hak kepemilikan atau hak pemanfaatan tanah dan

sumberdaya yang sah yang mungkin terpengaruh akibat pemotongan kayu.”+7#

Kriteria audit SVLK Indonesia sudah dijalankan, tapi tak seketika menjamin kepatuhan
macam itu. Pertama, auditor sebatas menilai legalitas praktik-praktik perusahaan (bukan
praktik pemerintah) dan hanya terpaku pada tahun operasi sebelumnya. Audit takkan
menjamin atas izin-izin yang dikeluarkan untuk lahan-lahan yang sebelumnya telah
diklaim masyarakat. Ini pembiaran yang signifikan mengingat 88 persen hutan Indonesia
belum sepenuhnya disertifikasi dan sebagian besar izin yang telah ada dirilis dalam
situasi dimana terdapat klaim lahan turun-temurun.*9 Kedua, SVLK tak cukup mematuhi
pemantauan apakah perusahan-perusahaan itu telah melanggar hak legal masyarakat
lokal untuk dilibatkan dalam konsultasi, setidaknya mendapat persetujuan berdasarkan
informasi terbuka. Ketiga, SVLK tak menjamin perusahan-perusahaan itu tunduk pada
hukum yang mengharuskan masyarakat diberi kompensasi atas hilangnya akses pada
lahan hutan dan berbagi keuntungan dari penebangan kayu.*® Terakhir, auditor bisa
menerbitkan “diloloskannya” perusahaan bahkan bila salah satu atau lebih dari kriteria
itu masih diverifikasi pada saat pembukuan audit.*®* Yang paling memprihatinkan, pihak

orang-dalam (insider) mencemaskan pimpinan beberapa perusahaan audit menekan para

177 “pPernyataan Bersama antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Komisioner Perdagangan Eropa mengenai
Kesimpulan Negosiasi untuk FLEGT-VPA,” 4 Mei 2011,
http://www.euflegt.efi.int/portal/home/vpa_countries/in_asia/indonesia/indonesia_material/?did=251 (diakses 23 April
2013).

178 peraturan kementerian untuk standar legalitas sesuai VPA, P.8/VI-BPPHH/2011 (30 Desember 2011), Lampiran 2.1, 2.4,
2.5, http://www.dephut.go.id/index.php?q=id/node/8281 (diakses 24 April 2013); dan Lamporan VIII VPA, “Kriteria Menilai

dapat Beroperasinya Sistem Penjaminan Legalitas Kayu Indonesia (naskabh final, 14 April 2012), bagian 1.

179 peraturan Kemenhut untuk Standar Legalitas VPA, P.8/VI-BPPHH/2011, Lampiran 2.1, 2.4, 2.5; Lampiran Il VPA “Standar
Legalitas” (Naskah Final, 14 April 2011).

180 p 8/V|-BPPHH/2011 (30 Desember 2011), Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 2.1, Standar Legalitas Kayu untuk Hutan Negara yang Dikelola
Pemegang ljin.

181 paraturan Kementerian P.8/VI-BPPHH/2011 (30 Desember 2011) Lampiran 3.3-9, “Pedoman Pelaksanaan Verifikasi
Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.”
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auditor untuk menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang diketahui agar
sertifikat legalitas SVLK (“V-Legal”) diterbitkan, suatu praktik yang menggerogoti

kredibilitas seluruh sistem audit itu sendiri.82

Pengawasan independen audit juga masih jadi masalah besar. SVLK mengamanatkan
pemantauan independen, memberikan peranan resmi dalam proses itu kepada pihak
ketiga (termasuk organisasi masyarakat sipil, perwakilan masyarakat lokal, dan
individu-individu). Walau amanat ini patut dipuji, beberapa anggota Jaringan Pemantau
Independen Kehutanan (JPIK) mengkritisi auditor dan pemerintah karena enggan
berbagi informasi penting dengan mereka sesegara mungkin.*®3 Pada Juni 2013
misalnya, saat lebih dari 600 operasi diaudit legalitasnya, hanya 25 audit yang
dievaluasi oleh para pemantau independen, dan 15 dari 25 itu, pemantau independen
mengajukan keluhan kepada auditor.*84 Para pemantau melaporkan hanya 2 keluhan
mereka yang diselesaikan secara memuaskan, di mana satu lisensi ditangguhkan dan

satunya lagi dibatalkan.®s

Pemantau pihak ketiga secara khusus memohon dicabutnya izin legalitas untuk Asia Pulp
& Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International (APRIL), dua perusahaan
penggilingan bubur kayu dan kertas di Indonesia, karena mereka kurang transparan
terhadap pemerintah dan auditor. JPIK menyuarakan perhatian utamanya mengenai apa
yang mereka lihat sebagai upaya auditor untuk menyembunyikan kegagalan APP dan

APRIL memenubhi kriteria tertentu.:8é

Pemantau juga mengeluhkan bahwa SVLK tak menilai legalitas penerbitan izin konsesi
oleh pemerintah. Celah ini, kata mereka, dibuktikan dengan fakta bahwa beberapa

perusahaan disertifikasi tak hanya “legal” tapi juga “berkelanjutan” oleh proses SVLK,

182 \yawancara Human Rights Watch , Jakarta, Februari 2013; “JPIK Mendesak Pencabutan Sertifikasi SVLK pada APP & APRIL,”
siaran pers JPIK, 27 Februari 2013.

183 \Wawancara Human Rights Watch dengan anggota JPIK, Jakarta dan Bogor, Indonesia, Maret 2012; “JPIK Demands
Revocation of APP & APRIL Group’s SVLK Certificate,” siaran pers JPIK, 27 Februari 2013,
http://loggingoff.info/APPNGOresponse (diakses 24 April 2013).

184 Komunikasi email Human Rights Watch dengan JPIK, 4 Februari 2013.

185 \Wawancara Human Rights Watch dengan jaringan LSM yang jadi anggota pemantau independen untuk sistem audit
legalitas kayu (Jaringian Pemantau Independen Kehutanan, JPIK), Jakarta dan Bogor, Indonesia, Maret 2012. Staf FLEGT
mengkonfirmasi angka—angka ini kepada Human Rights Watch. Jakarta, 6 Juni 2013.

186 Ibid.; “JPIK Demands Revocation of APP & APRIL Group’s SVLK Certificate,” Siaran pers JPIK, 27 Februari 2013.
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padahal KPK menyatakan adanya “indikasi korupsi”. Celah kriteria SVLK, menurut para
pemantau, menggambarkan adanya “cacat parah” yang merusak kredibilitas sertifikasi.*7
Kelemahan-kelemahan yang parah dalam pengawasan independen dan kriteria legalitas
menggerus fungsi SVLK dan legitimasi verifikasi legal. Tentu saja, kegagalan demi
kegagalan ini mengisyaratkan sertifikasi SVLK hanya lapisan halus “legalitas” bagi produk
kayu dan kertas yang dalam prosesnya melanggar hak asasi anggota masyarakat yang

terkena dampak atas praktik tersebut.

Moratorium Izin Pembukaan Hutan Baru

Mekanisme kedua yang bertujuan mendorong manajemen hutan lebih berkelanjutan
diterapkan sebagai imbalan atas janji US$1 milyar dari Norwegia untuk membantu
Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim terkait hutan. Pada Mei 2011, Presiden
Yudhoyono menerbitkan Instruksi Presiden yang mengumumkan penangguhan dua tahun
untuk semua izin baru pembukaan hutan yang belum ditebang dan semua hutan di lahan
gambut, menunggu diterapkan reformasi tatakelola pemerintahan yang tepat. 8¢ Meski hal
itu sebuah langkah positif, :® Keppres ini malah penuh dengan masalah dalam ruang
lingkup, kemampuan penerapan dan daya dobraknya:
* Moratorium tidak berpengaruh pada kawasan hutan yang luas yang sudah
memiliki izin penebangan° dan yang sudah “disetujui dalam segi prinsip.”
* Kementerian Pertanian dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
dikecualikan karena proyek-proyek mereka dianggap “untuk kepentingan
nasional.”
* Sektor produksi bubur kayu, sekalipun terikat dengan moratorium penebangan,
diabaikan dari instruksi keputusan presiden terkait target-target reformasi

tatakelola pemerintahan.?

187 «)p|K Demands Revocation of APP & APRIL Group’s SVLK Certificate,” Siaran Pers JPIK, 27 Februari 2013.

188 |nstryksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, 20 Mei 2011,
http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2011/09/19/i/n/inpres_no.10-2011.pdf (diakses 24 April 2013).

189 yntuk analisa mendalam atas kekurangan dari moratorium dan kebutuhan pemerintahan, lihat D. Mudiyarso, dkk.
Indonesia’s forest moratorium: A stepping stone to better governance? Working Paper 76 (Bogor: CIFOR. 2011),
http://www.cifor.org/online-library/browse/view-publication/publication/3561.html (diakses 24 April 2013).

190 Kenyataannya, prospek moratorium itu sendiri tampaknya sudah menciptakan tergesa-gesanya perolehan perizinan.
Selama lima tahun penundaan saat penandatanganan Inpres, tiba-tiba izin dikeluarkan. Lihat D. Mudiyarso, dkk..,
Indonesia’s Forest Moratorium, h. 6.

191 Termasuk yang diterbitkan di bawah Peraturan pemerintah No 24/2010 yang mengizinkan konsesi penebangan untuk
kegiatan pertambangan hingga 10 persen hutan produksi
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* Inprestidaklah mengikat secara hukum. Badan yang bertanggungjawab
melaksanakan instruksi itu, UKP4, bersifat ad hoc (sementara) tanpa

wewenang penegakan, dan tak jelas sanksi untuk pelanggaran.:3

Meski begitu, dengan kepemimpinan yang kuat dari UKP4, dan melawan sikap keberatan
yang dominan dari perusahaan minyak sawit, presiden mengambil langkah positif yang
berani pada Mei 2013 dengan memperbaharui moratorium, menambah dua tahun lagi
untuk mengembangkan reformasi. Namun, UKP4 akan selesai mandat kerjanya pada akhir
pemerintahan sekarang pada 2014, dan dukungan untuk moratorium bisa saja mengalami
kesulitan nantinya. Karena itu, perlu didesak untuk menjamin reformasi yang diserukan
melalui keputusan presiden ini disertai ketegasan yang lebih kuat dan progresinya segera

dicapai sebelum larangan ini dicabut.

Menyandarkan Harapan: Komisi Pemberantasan Korupsi

Benih-benih upaya, dipelopori Komisi Pemberantasan Korupsi, memiliki potensi
mengatasi korupsi dan salah kaprah manajemen dalam sektor hutan saat upaya-upaya

lain tak membuahkan hasil.

Investigasi KPK pada 2010 mendapati Kementerian Kehutanan gagal secara akurat
memetakan hutan, penggunaan lahan dan batas-batas konsesi, dan tak adil
mengalokasikan hak pemanfaatan hutan. KPK menyatakan kelemahan itu merupakan

jantung penyebab korupsi yang terus-menerus dan hilangnya pendapatan pemerintah,

192 patut diketahui, Inpres No. 10/2011 tak menyebutkan reformasi dalam proses perizinan pembukaan hutan yang telah dikenal
penuh kecurangan (izin pemanfatan kayu, IPK), yang diterbitkan sebagai bagian perambahan hutan alam bagi perkebunan
produksi minyak sawit dan bubur kayu. Menurut data Kementerian Kehutanan, IPK pada 2010 bertanggungjawab atas pembukaan
hutan lebih dari enam kali jenis perizinan lain yang ditunda terkait reformasi di bawah Inpres. Satu indikasi ilegalitas dalam
sektor miyak sawit, penyelidikan lembaga nonpemerintah melaporkan bahwa, dari 53 perusahaan perkebunan yang terdaftar di
Kalimantan Tengah, hanya tujuh yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP); sedikitnya 24 perkebunan lain melanggar hukum
karena terdaftar hanya di pemerintahan kabupaten. Terlebih lagi, laporan itu mengutip pernyataan kepala dinas kehutanan
kabupaten Kotawaringin di Kalimantan Tengah, bahwa pembalakan liar tanpa IPK sudah dilakukan oleh “hampir semua”
perusahaan minyak sawit di kabupaten tersebut dan “di Kalimantan dan Sumatera antara 2000 dan 2008... 20.1% [dari hutan
yang hilang] terjadi di wilayah pembukaan lahan baru sudah dilarang atau dibatasi.” Badan Penyelidikan Lingkungan Hidup,
“Caught REDD handed: How Indonesia’s Moratorium Was Violated on Day One and Norway Will Profit,” 2011, http://www.redd-
monitor.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/06/EIA_TELAPAK-Caught-REDD-Handed-FINAL.pdf (diakses 31 Agustus 2012).

193 Setelah 11 hari berlakunya moratorium, Kementerian Kehutanan menerbitkan keputusan (SK 292/Menhut 11/2011) yang
menolak isi moratorium yang memetakan kembali peruntukan hampir 1,2 juta hektar hutan negara menjadi “tanah untuk
pemanfaatan lain” (yaitu, tanah dibuka untuk konversi perkebunan).
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serta tingginya tingkat penggundulan hutan. 94 KPK menyimpulkan praktik-praktik ini juga

menyebabkan sengketa atas hak penggunaan lahan.s

Lebih jauh, Survei Integritas KPK pada 2012 menempatkan kinerja Kementerian Kehutanan
di bawah kementerian pemerintahan pusat lain, dan badan-badan pelayanan publik pusat
yang paling rendah adalah badan di bawah Kementerian Kehutanan yang bertugas
menetapkan kembali pemetaan peruntukan lahan hutan negara (dibutuhkan untuk
memperoleh izin konversi hutan), dan kantor pelayanan pendaftaran dan pemilikan

sertifikat tanah pada Badan Pertanahan Nasional.

Hasilnya, KPK mendirikan sebuah unit mengenai identifikasi dan koordinasi reformasi
hukum dan kebijakan guna mencegah korupsi pada sektor sumberdaya alam, dengan
bidikan khusus kehutanan.9¢ KPK menggelar nota kesepahaman yang ditandatangani
pada 11 Maret 2013 oleh 16 lembaga pemerintah untuk mempercepat pemetaan dan
alokasi hutan negara secara resmi, suatu proses yang akan membutuhkan penyelidikan

lapangan atas klaim pemilikan lahan dan partisipasi publik.97

Banyak yang menyerukan tindakan itu pada tahun-tahun sebelumnya, tapi perbedaannya
saat ini KPK memiliki mandat hukum, tak cuma sebagai badan penegakan korupsi, tapi
juga badan pencegahan korupsi dengan kewenangan terlibat dalam reformasi kebijakan.
Mandat ganda ini menaikkan derajat pengaruh dan dapat mengonsolidasikan itikad

politik yang penting guna membikin upaya ini berhasil ketika yang lain lebih sering gagal.

194 “Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012,” siaran pers KPK, 11 Desember 2012,
http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/744-hasil-survei-integritas-sektor-publik-tahun-2012 (diakses 23 April 2013).
195 “PaparanHasilKajian KPK tentangKehutanan,” siaran pers KPK, 3 Desember 2010.

196 \Wawancara Human Rights Watch dengan Unit KPK Unit untuk Koordinasi Kelembagaan, Jakarta, 10 Desember 2012;
“Hasil Survei Integritas Sektor Publik Tahun 2012,”) siaran pers KPK, 11 Desember 2012.

197 Badan-badan yang menandatangani MoU adalah Kementerian Dalam Negeri; Hukum dan HAM; Keuangan; Energi dan
Sumberdaya Mineral; Pertanian; Kehutanan; Pekerjaan Umum; Lingkungan Hidup; dan Badan Perencanaan, juga Badan
Pertanahan Nasional; Badan Informasi GeoGeospatial, dan Komisi Nasional HAM. “Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama
tentang Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan Indonesia,” 11 Maret 2013, arsip pada Human Rights Watch.
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Kesimpulan dan Rekomendasi

Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat, kekayaan alam hutan yang
melimpah, dan komoditas-komoditas pertanian yang kaya—semua sumberdaya ini bisa
dimanfaatkan untuk mewujudkan hak asasi manusia dan memerangi kemiskinan. Aset
alam negara juga membikin Indonesia jadi pemain penting dalam strategi mitigasi
perubahan iklim global. Presiden Yudhoyono telah bikin komitmen yang signifikan
mengenai hal itu. Pemerintahannya telah ambil langkah-langkah reformasi yang bila

dijalankan akan turut bantu melindungi hutan dan hak asasi manusia.

Hingga sejauh ini, perlindungan itu tak dijalankan secara proporsional dan saat
bersamaan pemerintah mengejar kebijakan ‘pertumbuhan hijau’ yang meningkatkan
konsentrasi pada hutan dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan
tanpa proses memadai. Konsekuensinya, terjadi sengketa lahan yang akan berlangsung
terus-menerus hingga meledak kekerasan. Kecenderungan terbaru pemerintah
mengenalkan pendekatan militer untuk menekan konflik sosial, yang justru
kontraproduktif, bisa berakibat memperburuk bukannya menyelesaikan ketegangan
seputar pemilikan lahan, mendorong merebaknya situasi baru berbuntut kekerasan, dan

menggerus perkembangan reformasi demokratis terhadap militer.

Dampak lebih sederhana tapi mengekal yakni, sejauh Indonesia luput mengatasi
kelemahan tatakelola pemerintahan yang diuraikan laporan ini, kas pemerintah akan
terus menyusut dari pendapatan sumberdaya alam yang sangat besar, yang semestinya
dapat bantu mendanai layanan mendasar seperti pelayanan kesehatan yang sangat
dibutuhkan publik. Dan transparansi serta tanggungjawab yang lemah akan terus
mengikis harapan atas visi pertumbuhan yang adil dan berkelanjutan, bahkan bila

perekonomian berkembang pesat.

Kepada Pemerintah Indonesia:

* Amandemen sistem verifikasi kayu untuk menyertakan penilaian pemerintah dan
perusahaan sesuai dengan aturan-aturan hukum melindungi hak tanah lokal dan
perjanjian kompensasi. Ini termasuk mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi pada

Mei 2013 (35/PUU-X/2012) yang mewajibkan tak boleh ada rebutan saling klaim atas
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lahan yang dialokasikan sebagai lahan konsesi, dan kacau-balau wilayah adat yang
disertakan dalam konsesi harus dicabut dari areal izin usaha hutan.

Terbitkan Instruksi Presiden untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi
Mei 2013 mengenai pengecualian wilayah adat dari konsesi industri dan hutan
negara. Ini harus mencakup instruksi jelas untuk memperbaiki prosedur
pendaftaran tanah adat guna menjamin transparansi dan partisipasi masyarakay
dan pemantau masyarakat sipil, serta membentuk mekanisme pengaduan
fungsional yang dapat diakses masyarakt miskin pedesaan untuk mencapai
resolusi klaim tanah individual.

Terapkan secara penuh UU Keterbukaan Informasi Publik, termasuk menegakkan
keputusan Komisi Informasi Pusat dan pengadilan, dan memberikan pelatihan
khusus untuk departemen-departemen terkait sumberdaya alam mengenai
syarat-syarat spesifik dibukanya jenis informasi kunci yang dipegang masing-
masing departemen.

Dukung amandemen UU Intelijen Negara untuk memastikan pengungkapan
informasi bertalian kepentingan publik tak dijerat pidana, seperti informasi terkait
pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi.

Pastikan para pemantau hutan independen menerima informasi yang mereka
butuhkan untuk melakukan pengawasan. Terapkan jaminan yang melarang audit
legalitas kayu diselesaikan selama pengaduan masih tertunda, termasuk pengaduan
akan kegagalan perusahaan atau pemerintah membuka informasi yang dibutuhkan.
Dukung unit sumberdaya alam Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mengawasi
antarlembaga memperbaiki prosedur perubahan pemilikan pemanfaatan lahan
dan penerbitan izin pengusahaan hutan. Dukungan ini harus mencakup penerbitan
peraturan presiden yang menjelaskan peran “payung” prakarsa antarlembaga
dalam mengurangi korupsi pada sektor sumberdaya alam, terutama memperbaiki
proses sertifikasi hutan; bantu menjamin pendanaan memadai; dan lindungi
prakarsa itu dari intervensi politik.

Sebelum mencabut moratorium izin baru pembukaan hutan alam, bentuk dan
wajibkan progresi terukur dan memadai dalam mencapai target-target yang jelas
untuk reformasi tatakelola pemerintahan, termasuk dalam sektor bubur kayu,
kelapa sawit, dan pertambangan. Reformasi ini harus mencakup:

o Evaluasi hukum publik atas konsesi yang berlaku dan lisensi penebangan kayu;
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o Perwujudan penuh syarat-syarat transparansi terkait lisensi hutan,
produksi kayu, dan pendapatan kayu, terutama yang diperlukan untuk
pengawasan audit legalitas memadai, dan

o Melengkapi peta areal pemanfaatan lahan, kawasan konsesi, klaim wilayah
adat yang terintegrasi dan mudah diakses publik.

Perjelas persyaratan hukum dan menyertakan standar hukum yang jernih dan
transparan dalam audit “sistem verifikasi legalitas kayu” untuk:

o Penilaian pemerintah dan perusahaan sesuai aturan-aturan hukum yang
melindungi hak tanah lokal, dan

o Penerapan kesepakatan kompensasi dengan masyarakat-masyarakat yang
terkena dampak.

Perjelas pasal-pasal yang saling bertentangan mengenai hak-hak masyarakat
dengan mengeluarkan peraturan pendaftaran tanah komunal kepada Badan
Pertanahan Nasional, dan mendukung pengesahan RUU tentang hak-hak
masyarakat adat yang masih dibahas di DPR.

Amandemen Peraturan Kementrian Dalam Negeri No 33/2012 untuk mencabut
larangan yang tak jelas dan tidak semestinya mengenai kegiatan dan pendataan
lembaga nonpemerintah. Khususnya menghapus persyaratan lembaga
nonpemerintah harus berlandaskan Pancasila sebagai syarat izin mereka untuk
beroperasi. Pembatasan terhadap pendanaan luar negeri mestinya tak menambahi
aturan yang sudah ada dalam hal menjamin dana dari sumber yang sah secara hukum.
Dukung langkah serupa merevisi undang-undang organisasi kemasyarakat di DPR.
Dukung amandemen UU Intelijen Negara untuk mendefinisikannya secara jernih,
sesuai dengan hukum internasional, mengenai kegiatan yang dianggap ancaman
sehingga diperkenankan dimata-matai. Tindakan ini harus berdasarkan

persetujuan yudisial.

Komunitas bisnis juga memikul tanggungjawab untuk menghormati hak asasi manusia

terhadap masyarakat-masyarakat yang tinggal di tempat mereka menjalankan operasinya.

Kepada Industri Kehutanan, Perusahaan Perkebunan Pertanian yang
beroperasi di Indonesia, dan rantai pemasok:

Lakukan uji tuntas yang kuat mengenai dampak hak asasi manusia dari usaha

hutan yang tengah diusulkan guna mencegah keterlibatan usahanya berpotensi
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merugikan hak asasi manusia terhadap masyarakat yang terkena dampak,
termasuk alokasi konsesi lahan yang telah diklaim masyarakat turun-temurun.

* Mengadakan manajemen konflik dan prosedur pengaduan yang bermakna bagi
masyarakat yang terpapar dampak, serta mekanisme pemantauan pihak ketiga
atas operasi kebun sawit. Langkah-langkah ini juga harus menyertakan syarat-
syarat wajib dari prakarsa Sustainable Palm Oil Indonesia (ISPO).

e Perkuat kredibilitas audit legalitas kayu dengan bekerjasama secara penuh
dengan para pemantau masyarakat sipil seperti Jaringan Pemantau Independen
Kehutanan, termasuk memberikan informasi yang memadai untuk dipakai para
pemantau mengawasi dan berpartisipasi secara tulus dalam proses audit.

e Kembangkan panduan yang transparan mengenai penggunaan pasukan keamanan
swasta serta pencegahan dan manajemen konflik dengan masyarakat yang terkena
dampak. Prinsip Sukarela Keamanan dan Hak Asasi Manusia yang dikembangkan

industri ekstraktif dapat berfungsi sebagai model yang berguna.8

Pemerintah donor dan lembaga keuangan internasional juga harus secara aktif
mendukung reformasi tatakelola pemerintahan yang melindungi hak asasi manusia,
termasuk yang terkait perjanjian perdagangan, persyaratan impor untuk kehutanan dan

produk-produk pertanian, serta perubahan iklim.

Kepada Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam Perannya Memverifikasi
Legalitas Kayu:

* Dukung pemetaan dan pendaftaran digital wilayah adat dan mendesak agar,
sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Mei 2013, wilayah adat itu dihapus dari
konsesi hutan yang ada.

* DesakIndonesia untuk mengadopsi kriteria terbaru legalitas kayu yang
mensyaratkan penilaian berikut:

(c) Operasi kayu di dalam lahan yang secara legal telah ditentukan undang-
undang Indonesia, termasuk membebaskan lahan yang sebelumnya telah

diklaim masyarakat, dan

198 prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia, tanpa tanggal,

http://www.voluntaryprinciples.org/files/voluntary_principles_english.pdf (diakses 28 Maret 2013).
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(d) Masyarakat harus cukup mendapatkan konsultasi dan bayaran ganti-rugi yang
adil oleh perusahaan, sebagaimana diatur undang-undang. Meminta dengan
tegas pemenuhan dengan bukti nyata oleh Kementerian Kehutanan dan para
auditor lewat dibukanya informasi penting untuk para pemantau independen

sistem audit kayu.

Kepada Norwegia, Bank Dunia, dan Para Pendana Perubahan Iklim Lain,
sebelum Mengeluarkan Pendanaan Perubahan Iklim Berikutnya:

* Desak kinerja yang jelas akan reformasi spesifik tatakelola pemerintahan,
termasuk dalam sektor kelapa sawit, bubur kayu, dan pertambangan, sebelum

moratorium terbaru penebangan hutan primer dicabut.
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Lampiran-lampiran

Lampiran A: Metodologi Menaksir Kerugian Pendapatan Kayu

Dalam laporan ini, Human Rights Watch menaksir semata-mata untuk sebagian hilangnya
pendapatan pemerintah dari sektor kehutanan, yakni kerugian dari apa yang disebut
Departemen Kehutanan (Dephut) sebagai “penerimaan negara non-pajak” yang dibayar
perusahaan kayu industri. Ini karena menghitung kerugian negara dari seluruh sektor
kehutanan adalah upaya mustahil sebab tiadanya data dari, misalnya:
* Jumlah kayu yang diselundupkan dari Indonesia (yang terbilang besar), atau
* Produksi pabrik penggilingan kayu skala kecil dan menengah (karena produksi
kurang dari 6.000 meter kubik pertahun tak dihitung dalam laporan tahunan
Dephut), atau

* Eksporyang dihargai rendah untuk menghindari pajak (permainan harga)

Kami menghitung sebatas kerugian dari biaya royalti (Pajak Sumber Daya Hutan/PSDH),
Dana Reboisasi (DR), dan pajak Penggantian Nilai Tegakan (PNT) dari operasi hutan
industri.»? Meski begitu, biaya ini menunjukkan rerata 87 persen dari pendapatan non-

pajak yang dilaporkan Dephut yang dikumpulkan antara 2007-2011.2°°

Untuk kalkulasi pendapatan yang hilang dari pajak ketiga komponen itu, pertama-tama
kami memperkirakan biaya yang seharusnya diterapkan pemerintah untuk kayu yang

dipanen oleh sektor kayu industri skala besar di Indonesia. Tahapan-tahapannya:

Tahap 1: Volume Hasil Kayu di Indonesia
Pertama, kami menghitung volume kayu yang dipanen tiap tahun antara 2003-2011
(data terbaru yang diterbitkan Dephut). Meski begitu, kami sendiri tak tahu berapa

banyak kayu yang benar-benar dipanen; kami hanya tahu jumlah “produksi kayu

199 Dalam laporan 2009, kami juga memasukkan kerugian pendapatan dari ekspor kayu di bawah harga pasar (transfer
pricing). Untuk mudahnya, kita tak menyertakan perhitungan itu di sini. Walau itu akan meningkatkan kerugian sebesar
US$s50 juta pada 2007, US$10 juta pada 2008, US$115 juta pada 2009, US$5 pada 2010, dan US$40 juta pada 2011.

200 pepartemen Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia 2011,
http://www.dephut.go.id/files/Statistik_kehutanan_2011.pdf (diakses 6 Maret, 2013), Table IX.1.1"Pendapatan Pemerintah
Non-Pajak Berdasarkan Kementrian Kehutanan. "
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gelondongan” dari laporan tahunan Dephut yang dikonsumsi industri kayu di atas

6.000 meter kubik pertahun.z

Tahap 2: Pendapatan yang Hilang Melalui Subsidi PSDH, DR, dan PNT

Selanjutnya, kami menghitung royalti PSDH, yang dinilai 10 persen dari nilai kayu yang
dipanen. Sementara harga penjualan aktual bervariasi di Indonesia antara 2003-2011,2°2
Dephut menghitung PSDH berbasis “harga acuan” yang ditetapkan peraturan pemerintah.
Angka pemerintah ini menguntungkan industri kayu dengan subsidi yang cukup besar

mengingat harga pasar sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi (lihat Gambar 1).203

Gambar 1: Perbedaan Antara Harga Acuan Pemerintah dan Harga Pasar Sebenarnya di
Indonesia
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Garis tebal adalah harga pasar domestik dalam dollar AS untuk kayu meranti (garis hijau) dan Akasia (garis
hitam); garis putus-putus adalah “harga acuan” pemerintah (dikonversi ke dalam dollar AS) untuk kedua

201 pepartemen Kehutanan, Statistik Kehutanan Indonesia 2011, 2011,
http://www.dephut.go.id/files/Statistik_kehutanan_2011.pdf (diakses 6 Maret 2013), Tabel IV.6.1, "Produksi Log
Berdasarkan Sumber Produksi. "

202 Organisasi Internasional Kayu Tropis (ITTO) memberikan harga bulanan untuk jenis pohon utama yang diperdagangkan
di Indonesia dalam Pelayanan Informasi Pasar-nya. Lihat ITTO, "Pasar Information Service," bertanggal,
http://www.itto.int/mis_back_issues/ (diakses 28 Maret 2013).

203 pepartemen Kehutanan, "Evaluasi Tarif PSDH Kayu Hutan Alam," Departemen Kehutanan, Risalah Kebijakan, vol. 5, no. 5,
ISBN 2085-787X 2011.
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jenis kayu. (Sumber: harga acuan kayu meranti = Risalah Kebijakan Dephut No.5 2011, dan untuk akasia =
Peraturan Departemen Perdagangan. Harga Domestik = rerata tahunan harga pasar yang dilaporkan
Indonesia dalam laporan bulanan Pelayanan Informasi Pasar ITTO.)

Dana Reboisasi bervariasi tergantung jenis kayu dan wilayah panen yang ditetapkan
peraturan pemerintah pada 1999.2°4 Kami memakai harga rerata US$16 per meter kubik.2s
Perkebunan (Hutan Tanaman Industri) tak membayar pajak reboisasi untuk pohon akasia

dan jenis kayu lain.

Pada 2009, pajak penggantian nilai tegakan diterapkan, yang diperuntukkan mengganti
kerugian negara atas hilangnya aset kayu saat hutan ditebang untuk perkebunan dan
keperluan lain. PNT dihitung sebagai nilai kayu tersebut, dikurangi biaya DR & PSDH,
dikurangi biaya panen (yang kita asumsikan US$30 permeter kubik).2°6s Namun, setelah
operator memotong biaya ini, mengingat rendahnya “harga acuan” yang diterapkan
Dephut, kemungkinannya operator sama sekali tak harus membayar PNT. (Dan memang
Dephut tak melaporkan pendapatan PNT antara 2009-2011.)27 Kenyataannya, harga pasar
sebenarnya sangat mungkin jauh lebih tinggi—kami memakai rerata US$140 permeter
kubik untuk semua jenis kayu yang diperdagangkan yang ditebang saat pembukaan
lahan.28 Jika Dephut menerapkan harga pasar sebenarnya, maka PNT seharusnya dibayar,
dan karena itu kami menyertakannya dalam taksiran pajak yang harusnya dihitung (bila

tiada subsidi sama sekali) untuk kayu yang dihasilkan dari Izin Penebangan Kayu.

Catatan yang patut dipertimbangkan untuk metodologi pada Tahap 2: perhitungan kami
cenderung menaksir terlalu rendah—mungkin secara dramatis—jumlah biaya yang
mestinya dibayarkan. Sebagaimana telah dipaparkan, kami tak memiliki catatan jumlah

sebenarnya dari kayu yang dipanen. Kami hanya menghimpun laporan “produksi” yang

204 pp 92/1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 Tentang Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan. US$16 per meter kubik
merupakan harga rerata DR yang tertera pada tabel 1 Risalah Kebijakan Kementrian Kehutanan No. 5, 2011.

205 Karena tiadanya sumber data yang dapat diandalkan untuk harga kayu akasia, kita menggunakan harga referensi 2012
untuk akasia dari Dephut ($ 77/m3) (diakses 27 Mei 2013) dan mengkalkulasi perubahan dari waktu ke waktu, dengan
asumsi ikuti tren yang sama untuk kayu meranti. Sementara harga kayu itu tak bervariasi antardaerah, biaya DR US$16
berbasi pada harga ‘rerata’ permeter kubik untuk DR pada 2007-2009 yang dilaporkan Departemen Kehutanan Tabel 1 dalam
Risalah Kebijakan No 5. 2011.

206 Kami berasumsi biaya hasil kayu didasarkan biaya yang diperboleh menurut Peraturan Menteri Kehutanan P.65/Menhut-ll/2009.
207 Departemen Kehutanan, Statistik Kehutanan 2012, Tabel IX.1.1, Pendapatan Negara Non-Pajak kepada Departemen Kehutanan.

208 J5$140 permeter kubik berdasar rerata nilai kayu Rp 1.200.000 permeter kubik pada 2011 (lihat Tabel 3, Departemen
Kehutanan, Risalah Kebijakan No 5, 2011.
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dirilis Dephut. Selanjutnya, kami hanya menghitung PNT atas kayu yang dilaporkan dari
izin IPK (dan untuk pembukaan lahan Hutan Tanaman Industri pada 2011). Itu tak
mencakup PNT yang seharusnya dibayarkan dari izin pembukaan lahan lain seperti,
misalnya, untuk lokasi tambang—dan Dephut pun tak melaporkan berapa jumlahnya.
Sangat mungkin bahwa kebanyakan suplai ‘ilegal’ (lebih dari 54 juta meter kubik antara
2009-2011) berasal dari peretasan lahan, merujuk semua pembukaan perkebunan selama
periode tersebut (Gambar 2), dan PNT seharusnya dibayarkan pada praktik itu, tapi kami

tidak menyertakannya dalam perhitungan kerugian ini.

Langkah 3: Hasil Kayu Ilegal

Untuk menaksir berapa banyak kayu dari hasil ilegal (atau sekurang-kurangnya yang tak
dilaporkan), kami membandingkan jumlah kayu yang disebut “produksi” oleh Dephut
(ditambah jumlah kayu bulat yang diimpor oleh Indonesia) dan menjajarkannya dengan
suplai legal untuk jumlah kayu (dikonversi setara kayu gelondongan mentah) yang
dilaporkan industri dan Dephut sebagai kayu yang dikonsumsi untuk membuat pelbagai
produk hutan (termasuk kayu potongan; kayu lapis dan pernis; bubur kayu dan kayu
serpihan; butiran kayu, kayu balok dan papan serat; dan kayu pasak, kayu cetakan dan
jenis pertukangan kayu lain)—di antara yang lain-lain, dengan permintaan kayu.2°® Kami
mengasumsikan bahwa setiap permintaan membeludak terhadap kayu legal (yang
dilaporkan kementerian) dipenuhi oleh kayu dari sumber yang tak dilaporkan dan
mungkin ilegal. Terlepas darimana sumber kayu itu diperoleh, kami mengasumsikan tak
ada pajak yang dihasilkan dari kayu itu masuk ke kas negara (adapun praktik suap
seringkali diberikan pada individu-individu pejabat dengan istilah “fee” di mana duit ini

masuk ke kantong pribadi ketimbang ke pendapatan anggaran negara).

299 Untuk menghitung “permintaan” itu, kami memakai sumber-sumber berikut: pertama, kami menggunakan laporan
industri yang tersedia (meski diketahui bahwa transparansi yang lemah menjadi masalah di Indonesia: kendati sektor kayu
lapis dipakai untuk melaporkan produksi, yang sudah tak lagi dilakukan, dan sektor bubur kayu tak lagi menerbitkan
laporan tahunan sejak 2007, tapi mereka telah menerbitkan ringkasan produksi hingga 2010). Jika data industri tak tersedia,
kami mamakai laporan produksi dari Review Tahunan dan Penilaian ITTO untuk Situasi Kayu Dunia. Akhirnya, untuk produk
yang tak tercakup di atas, kami menggunakan data produksi dalam laporan tahunan Departemen Kehutanan (terbaru,
Depkeu Statistik Kehutanan 2011. Tabel IV.6.3-8, Log & Produksi Kayu Olahan.) Tingkat konversi setara Kayu bundar
diperoleh dari UNECE (untuk butiran kayu & kayu balok), dari Jakko Povrry (perusahaan konsultan kehutanan global
terkemuka) untuk bubur kayu, dan dari ITTO untuk produk lain.
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Langkah 4: Hilangnya Pendapatan dari Produksi yang Tak Dilaporkan

Pada tahap ini kami mengasumsikan setiap hasil kayu yang tak dilaporkan guna memenuhi
permintaan membeludak tak dikenai pajak oleh Dephut. Hitung-hitung kerugiannya, kami
mengkalkulasikan jumlah hasil kayu dan biaya DR dan PSDH pada harga pasaryang

sebenarnya yang bisa dikumpulkan pemerintah seandainya hal ini dilaporkan.

Langkah 5: Pajak yang dihasilkan tapi Tak Ditarik

Tahap terakhir, kami menaksir kerugian karena lemahnya kemampuan pemerintah
menarik jumlah pajak subsidi yang seharusnya mereka lakukan. Kami mengasumsikannya
dengan mengurangi DR dan PSDH yang diperoleh Kementerian Kehutanan dari pajak yang
kami hitung seharusnya diambil dari penerapan tarif subsidi. Perbedaannya terletak pada

jumlah pajak yang seharusnya bisa dihimpun tapi tak ditarik.

Ringkasan Kerugian Pendapatan

Perkiraan total pendapatan hutan yang hilang untuk pemerintah Indonesia (Gambar 2)
adalah menjumlahkan pajak yang tak ditarik atas hasil kayu ilegal (memakai harga kayu
sebenarnya), ditambah subsidi yang bikin harga kayu rendah, plus jumlah royalti yang

semestinya diambil tapi tak ditagih Departemen Kehutanan.

210 pNT kemungkinan besar juga sesuai dengan jumlah ini, tapi kami tak mencantumkannya dalam perkiraan kerugian
karena kami tak tahu berapa banyak jumlahnya akibat pembukaan lahan.
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Gambar 2: Taksiran Kerugian Besar dalam Pendapatan Non-Pajak dari industri
penebangan = Kerugian akibat royalti yang Tak Ditarik lewat Kayu Ilegal + Subsidi (yang
bikin harga rendah) + Kerugian dari Royalti yang Diperkiraan tapi Tak Ditagih.
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Hitung-hitungan kami atas pendapatan pajak yang hilang ini tak menyertakan kerugian
akibat menghindari pajak pendapatan, perusahaan, dan kehutanan kecil lain, dan
sebagaimana telah kami paparkan, itu juga tak mencantumkan kerugian dari
penyelundupan dan konsumsi kayu oleh pabrik penggilingan kayu skala kecil dan
menengah yang tak dilaporkan, yang mungkin lebih banyak menggantungkan kayu

ketimbang sektor hutan industri.2

211 | ihat catatankaki nomor 2.
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Lampiran B: Surat-Menyurat
Kepada Mr. Muhammad Akib, Direktu PT Sumber Wangi Alam (SWA)
Kepada Mr. DjunainiNur, Directur Pelaksana PT Silva Inhutani Lampung

Kepada Mr. TjandraNursalim, Presiden Direktur PT Barat Selatan Makmurinvestindo
(BSMI)

Brigjen. Boy Rafli Amar, Kepala Biro Penerangan Umum Mabes POLRI
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Mr. Muhammad Akib

Director

PT Sumber Wangi Alam (SWA)

JI. Residen 2, Abdul Rozak Blok B No. 6
Palembang

South Sumatera

HRW.org

Cc: Mr. Agus Effendi, Attorney, PT SWA
Dear Mr. Akib,

Human Rights Watch is an international human rights organization that
carries out research and advocacy in more than 9o countries around the
world, including Indonesia. | am writing to express our concern over
violence between PT Sumber Wangi Alam (PT SWA) and local communities
in South Sumatra. In particular, we are preparing a report that deals in part
with the incident that took place in the village of Sodong in the Mesuji
District of South Sumatra on April 2011 and are writing to request
information about these events and how your company is responding.

Human Rights Watch researchers visited Jakarta from February 27-March 14,
2012 and met with nongovernmental organizations including the
Konsortium untuk Pembaruan Agraria, HuMa, Scale Up, Sawit Watch, and
Walhi. As you may be aware, members of these organizations also sit on the
Forest Conflict Desk of the Ministry of Forestry’s National Forest Council
(Dewan Kehutanan Nasional). These sources, together with media reports
(for example in the Jakarta Post, December 30, 2011) have contributed to the
following picture of the incident. We request your input on this description
of the incident from your perspective.

Our sources allege that PT SWA acquired an oil palm operation that
established oil palm plantation on community land without proper
compensation. The compensation agreement is alleged to include the
responsibility of the plantation to establish an area within the concession
for the community to cultivate their own oil palm, but these community plots
were reportedly never established. These sources further report that the
community, frustrated by the company’s failure to comply with the
compensation agreement or to address their grievances, began harvesting
palm fruit from company trees. Violence reportedly broke out on April 21,
2011, when local residents harvesting fruit from palm trees planted by the
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company were confronted by security guards. In the melee, security guards allegedly killed
two residents. There are some unconfirmed reports in the press from the victim’s next of kin
that the victims may also have had gunshot wounds. One of the security guards also later
died from his wounds. Upon learning of the deaths, local residents allegedly attacked the
company offices, killing two company staff and three security guards in retaliation, and
publicly displayed the guards’ severed heads and decapitated bodies.

To clarify our understanding of these events, we request your comment on the following
specific questions:

* Do you dispute any of the facts of the incident as outlined above?

e (Canyou confirm that the victims from the community did indeed also suffer gunshot
wounds?

* Have you seen or been given a copy of the report and/or findings of the Joint Fact
Finding Team? If no, do you expect to be provided with this information?

* Do you have any contractual or informal agreements with local police or military
including the provision of funds, food, accommodation, or other services and/or
facilities in exchange for security? If so, please describe.

* Has your company taken any steps to respond to this incident? If so, please describe.

o With regard to accountability of security personnel?
o With regard to resolving the dispute with local community?

* Do you have any internal standards and policies guiding the performance of security
staff and the use of police and/or military, and in protecting human rights? If so,
please describe.

The purpose of our work in this area is to make recommendations to government, donors,
and companies on how to resolve land disputes and prevent further outbreaks of violence,
which are an ongoing threat to both the well-being and security of local residents as well as
the peaceful operation of business.

If we receive your reply by January 23", we will be able to incorporate it into our report.
You may contact me by fax at (202) 612-4333 or by email.

Sincerely,

Hoe

Arvind Ganesan
Director, Business and Human Rights Division
Human Rights Watch
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To clarify our understanding of these events, we request your comment on the following
specific questions:

* Do you dispute any of the facts as presented above?

* Have you seen the video referred to above, and if so can you confirm its authenticity
and the accuracy of the allegation that the video appears to show a machete being
placed in the hand of one of the victims?

* When did residents learn that their village was located inside of a concession
granted to SIL? What prior notification was provided to the community of your intent
to remove them and dismantle their homes?

* Have you seen or been given a copy of the report and/or findings of the Joint Fact
Finding Team? If no, do you expect to be provided with this information?

* Do you have any contractual or informal agreements with local police or military
including the provision of funds, food, accommodation, or other services and/or
facilities in exchange for security? If so, please describe.

* Have any steps been taken to respond to this incident (If so, please describe)

o With regard to accountability of security personnel?
o With regard to resolving the dispute with local community?

* Do you have any internal standards and policies guiding the performance of security
staff and the use of police and/or military, and in protecting human rights? If so,
please describe them.

The purpose of our work in this area is to make recommendations to government, donors,
and companies on how to resolve land disputes and prevent further outbreaks of violence,
which are an ongoing threat to both the well-being and security of local residents as well as
the peaceful operation of business.

If we receive your reply by January 23, we will be able to incorporate it into our report.
You may contact me by fax at (202) 612-4333 or by email.

Sincerely,

I

Arvind Ganesan
Director, Business and Human Rights Division
Human Rights Watch
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Mr. Tjandra Nursalim

President Director

PT Barat Selatan Makmur Investindo
Niaga ROXIMAS Blok C-4/28

Jalan K.H Hasyim Ashari

Jakarta 10150

HRW.org

Dear Mr. Nursalim,

Human Rights Watch is an international human rights organization that
carries out research and advocacy in more than 9o countries around the
world, including Indonesia. | am writing to express our concern over
violence between PT Barat Selatan Makmur Investindo and local
communities in Lampung, and to request information about how your
company is responding to this particular incident and any steps you are
taking to resolve community conflicts in ways that respect their rights and
avoid further violence.

We are preparing a preliminary report that deals in part with the incident
that took place on November 10, 2011, in the Tanjung Raya district of Mesuji
Regency, Lampung. Our researchers visited Jakarta from February 27- March
14, 2012 and met with NGOs including the Konsortium untuk Pembaruan
Agraria, HuMa, Scale Up, Sawit Watch, and Walhi. As you may be aware,
members of these organizations also sit on the Forest Conflict Desk of the
Ministry of Forestry’s National Forest Council (Dewan Kehutanan Nasional).
These sources, together with media reports (for example in the Jakarta Post,
Dec 30, 2011) have contributed to the following picture of the incident. We
request your input on this description of the incident from your perspective.

During this incident, a local farmer was shot dead and seven more were
wounded when over 100 paramilitary Mobile Brigade (Brimob) police
officers, accompanied by soldiers (Tentara Nasional Indonesia, TNI Marinir),
allegedly fired on a group of some dozens of residents who were converging
on the concession headquarters of oil palm company PT Barat Selatan
Makmur Investindo. The shootings reportedly occurred unexpectedly and
without any warning shots being fired. The clash was allegedly set off after
some residents began harvesting oil palm belonging to the company in
retaliation for the seizure of community land without compensation.

To clarify our understanding of these events, we request your comment on
the following specific questions:
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* Do youdispute any of the facts of the incident as described above?

* Have you seen or been given a copy of the report and/or findings of the Joint Fact
Finding Team? If no, do you expect to be provided with this information?

* Do you have any contractual or informal agreements with local police or military
including the provision of funds, food, accommodation, or other services and/or
facilities in exchange for security? If so, please describe.

* Has your company taken any steps been taken to respond to this incident? If so,
please describe.

o With regard to accountability of security personnel?
o With regard to resolving the dispute with local community?

* Do you have any internal standards and policies guiding the performance of security
staff and the use of police and/or military, and in protecting human rights? If so,
please describe them.

The purpose of our work in this area is to make recommendations to government, donors,
and companies on how to resolve land disputes and prevent further outbreaks of violence,
which are an ongoing threat to both the well-being and security of local residents as well as
the peaceful operation of business.

If we receive your reply by January 23, we will be able to incorporate it into our report.
You may contact me by fax at (202) 612-4333 or by email.

Sincerely,

Hoe

Arvind Ganesan
Director, Business and Human Rights Division
Human Rights Watch
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Brig. Gen. Boy Rafli Amar

Public Relations Bureau Chief
Mabes POLRI

JIn. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan

HRW.org

Dear Brig. Gen. Amar,

Human Rights Watch is an international human rights organization that
carries out research and advocacy in more than 9o countries around the
world, including Indonesia. | am writing to express our concern over
violence between plantation companies and local communities, and to
request information about two specific incidents and the steps police are
taking at a broader level to avoid further violence by its forces against
citizens.

We are preparing a report that deals in part with violence that took place
between plantation companies and communities in the Mesuji Regency of
Lampung Province. Our researchers visited Jakarta from February 27- March
14, 2012, and met with nongovernmental organizations including the
Konsortium untuk Pembaruan Agraria, HuMa, Scale Up, Sawit Watch, and
Walhi. As you may be aware, members of these organizations also sit on the
Forest Conflict Desk of the Ministry of Forestry’s National Forest Council
(Dewan Kehutanan Nasional). These sources, together with media reports
(for example in the Jakarta Post, December 30, 2011; Antara, December 15,
2011), as well as noted by the letter dated January 12, 2012 to the
Indonesian Ambassador from the United Nations Special Rapporteur on
Extrajudicial Killings all agree on the following facts of these incidents.

The first incident occurred on November 6, 2010, in the area known as
Register 45, when provincial police acting as private security forces (Pam
Swakarsa) at the request of pulp plantation PT Silva Inhutani Lampung (PT
SIL) allegedly shot dead one resident and injured another. The shootings
were reported to have occurred on November 6, 2011 during a joint
operation with PT SIL to displace a community living inside a concession,
including destroying their homes and agricultural fields. The press reported
that video footage (Jakarta Globe, January 20, 2012) allegedly shows a Pam
Swakarsa member, at the direction of a police officer, placing a machete in
the hands of an unarmed fatally injured resident. In a second incident, on
November 10, 2011 in the Tanjung Raya district, a local farmer was allegedly
shot dead and seven more were wounded when over 100 paramilitary
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Mobile Brigade (Brimob) police officers, accompanied by soldiers (Tentara Nasional
Indonesia, TNI Marinir), who were reported to have fired on a group of dozens of residents
converging on the concession headquarters of oil palm company PT Barat Selatan Makmur
Investindo. The shots were reported to have occurred unexpectedly, without any warning
shots. According to our sources, the clash was set off after some residents began harvesting
oil palm belonging to the company in retaliation for the seizure of community land without
compensation.

While there was a Joint Fact Finding Team to investigate the incidents, the report and
complete findings were never made public, and it is not clear what steps are being taken to
address the team’s recommendations. To clarify our understanding of these events and the
police response, we request information regarding:

1. Details of progress in the investigations of these incidents. Specifically,

a. What charges have been laid related to these incidents? Have any of the
accused been arrested? Have any cases gone to trial and if so what was the
verdict and sentence?

b. Have any penalties been levied against police and/or Brimob personnel
(either perpetrators or their commanders) involved in the shootings? If so,
please indicate if the sanctions have been penal, disciplinary, or
administrative and provide details of such sanctions.

2. What are the police procedures and standards for providing company security? Does
the Lampung or South Sumatra police have such procedures and standards? Do you
have any contractual or informal agreements with local police or military including
the provision of funds, food, accommodation, or other services and/or facilities in
exchange for security? If so, please describe.

The purpose of our work in this area is to make recommendations to government, donors,
and companies on how to resolve land disputes and prevent further outbreaks of violence,
which are an ongoing threat to both the well-being and security of local residents as well as
the peaceful operation of business.

If we receive your reply by January 23", we will be able to incorporate it into our report.
You may contact me by fax at (202) 612-4333 or by email.

Sincerely,

Hoe

Arvind Ganesan
Director, Business and Human Rights Division
Human Rights Watch
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Penghargaan

Laporan ini ditelisik dan ditulis Emily Harwell, dengan analisa kuantitatif oleh Arthur

Blundell; keduanya konsultan Divisi Bisnis dan Hak Asasi Manusia Human Rights Watch.

Evaluasi dan penyutingan oleh Arvind Ganesan, direktur bisnis dan hak asasi manusia;
Lisa Misol, peneliti senior divisi bisnis dan hak asasi manusia; Jessica Evans, peneliti
senior/advokat untuk Lembaga Keuangan Internasional; Phelim Kine, wakil direktur Divisi
Asia; Andreas Harsono, peneliti Indonesia; Richard Pearshouse, peneliti senior Divisi
Kesehatan dan Hak Asasi Manusia; James Ross, direktur hukum dan kebijakan; dan
Joseph Saunders, wakil direktur program. Asistensi produksi dan editorial tambahan oleh
Darcy Milburn, asossociate senior. Penyusunan publikasi oleh Grace Choi, direktur

publikasi; Kathy Mills, spesialis program, dan Fitzroy Hepkins, manajer administrasi.

Human Rights Watch menyatakan terimakasih kepada individu-individu dan organisasi
yang memberikan bantuan hingga penelitian ini terlaksana dan memberikan masukan
berharga. Kami ucapkan terimakasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia,
Unit Kerja Presiden untuk Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4),
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Elsam, Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan
(PIK), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), HuMA, Scale Up, Greenpeace Indonesia,
Pattiro Institute, Epistema, Walhi, Dewan Pers Indonesia, KontraS, Change.org Indonesia,
Multistakeholder Forest Programme (MFP), Penegakan Hukum Hutan Pemerintah dan Tata
Kelola dan Perdagangan Inisiatif Uni Eropa (FLEGT), dan Steve Rhee (Ford Foundation).
Terimakasih khusus kepada para ahli perdagangan kayu yang, meski mereka ingin tetap
anonim, meninjau dan mengomentari metodologi dan temuan-temuan kuantitatif, dan
kepada Sidney Jones dari International Crisis Group untuk masukan dan komentar

berharga mengenai konflik dan konteks Register 45.
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SISI GELAP ‘PERTUMBUHAN HIJAU’

Dampak Tata Kelola yang Lemah dalam Sektor Kehutanan terhadap Hak Asasi Manusia
di Indonesia

Korupsi dan salah urus terus melanda sektor kehutanan Indonesia dengan konsekuensi yang serius terhadap hak asasi
manusia, lingkungan dan ekonomi. Sekalipun belakangan ini Indonesia telah menggelar beberapa reformasi penting, namun
upaya ini tetap tidak kurang untuk menyediakan perlindungan hak asasi manusia yang memadai bagi komunitas yang
bergantung pada hutan.

Sisi Gelap ‘Pertumbuhan Hijau’ merinci lingkup masalah ini. Pada kurun waktu antara 2007 sampai 2011, kerugian sektor
kehutanan karena penebangan liar dan tata kelola yang lemah mencapai total lebih dari 7 milyar dollar AS. Kerugian ini menjadi
mencolok saat ditempatkan pada perspektif dengan kemajuan Indonesia yang mengecewakan dalam tolok-ukur pembangunan
manusia dan hak asasi manusia. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan publik dan hak-hak
sosial ekonomi telah dibelokan ke kantong segelintir individu atau hilang percuma karena salah urus. Pada tahun 2011 saja,
kerugian mencapai lebih dari 2 milyar dollar AS — lebih dari keseluruhan anggaran nasional kesehatan

Salah satu pillar dari strategi pertumbuhan ‘hijau’ indonesia adalah perluasan secsara cepat perkebunan untuk produksi minyak
kelapa sawit dan pulp untuk kertas. Praktek pemerintah menerbitkan konsesi pada tanah hutan yang diklaim komunitas,
sementara gagal menegakkan akuntabilitas kepada perusahaan yang melanggar kesepakatan ganti rugi, telah memicu sengketa
tanah. Alih-alih menyelesaikan konflik dengan cara yng menghormati hak-hak yang dipertaruhkan, pemerintah malahan telah
semakin mengandalkan kekuatan militer untuk menangani konflik tanah.

Human Rights Watch menghimbau kewenangan Indonesia untuk mereformasi sistim verifikasi kayu, dan lebih melindungi hak-
hak tanah komunitas, dan secara lebih aktif memerangi salah urus dan korupsi di sektor kehutanan, termasuk melalui
langkah-langkah memperbaiki transparansi dan pemantauan independen terhadap sektor ini.

Desa Sungai kehilangan tanah dan penghidupan
mereka karena perkebunan kelapa sawit.
Hutan rawa Singkil, Aceh, Sumatra, Indonesia.
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